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MOTTO 

 

 

“Sabr is not remaining quet and allowing anger to build up inside you. But sabr is 

to talk about what’s bothering you without losing control of  your emotion”
1
 

 

Sabar bukanlah memendam semua yang kita rasa dan berpotensi pada 

suatu hari nanti akan menjadi bom waktu yang akan meledak dengan sendirinya. 

Tetapi sabar adalah mengkomunikasikannya dengan cara yang baik, karena bisa 

jadi sikap orang lain yang kita tidak suka akan merugikan dirinya sendiri dan 

orang lain. Dan menasihati adalah cara terbaik agar ia mengerti apa kesalahannya 

dan apa yang harus dirubah darinya. Menasihati bukan dengan cara menuduhnya 

bersalah. Menasihati bukan dengan cara memojokkannya didepan banyak orang. 

Sebagaimana Imam Syafi’i berkata: 

“Barangsiapa menasihati saudaranya dengan sembunyi-sembunyi , 

berarti ia telah menasihati dan mengindahkannya. Baran siapa menasihati 

dengan terang-terangan, berarti ia telah mempermalukan dan 

memburukkannya”
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Tim Penulis IQF, Mahasiwa-Mahasiswa Penghafal Quran (Jakarta: Indonesia Quran 

Foundation, 2015), 80. 
2
 Shahih Muslim Bisyar An-Nawawi (2/24) 
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ABSTRAK 

 

Nur Robi Wahidah, 2018: Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi 

Pengadilan Agama Jember). 

 

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan perkara yang 

berkaitan dengan agama Islam. Yang didalamnya bukan hanya manusia dengan 

keadaan normal saja akan tetapi manusia yang memiliki kebutuhan khusus yang 

untuk selanjutnya disebut denga difabel juga bisa beracara di Pengadilan Agama, 

sebagaimana pada pada UU No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 

melalui pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 08 Tahun 2016 yang 

berbunyi “lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak 

bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai 

akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pearaturan pemerintah.” 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana 

bentuk aksesibilitas PA Jember pada kaum difabel?, 2) bagaimana implementasi 

konsep dan asas ramah difabel di PA Jember?, 3) bagaimana strategi PA Jember 

dalam mewujudkan pengadilan yang ramah difabel?. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menjelaskan 

bentuk aksesbilitas PA Jember pada kaum difabel, 2) untuk mendeskripsikan 

implementasi konsep dan asas ramah difabel di PA Jember, 3) untuk menganalisis 

strategi PA Jember dalam mewujudkan pengadilan yang ramah difabel. 

Dalam penelitian ini penulis mengunkan metode penelitian kualitatif dan 

jeis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung 

dengan pustaka (library reaserch) yang didalamnya seperti buku, jurnal, skripsi, 

artikel, serta peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) bentuk 

aksesibilitas untuk difabel di Pengadilan Agama Jember masih berupa prasaranya 

saja, akan tetapi pada proses penelitian skripsi ini berlangsung, sarana difabel 

berupa kursi roda sudah disediakan. 2) implementasi konsep dan asas ramah 

difabel di Pengadilan Agama Jember sudah dilakukan sebagaimana hukum 

mengatur. Tidak ada perbedaan dalam proses pelayanan keadilan. 3) strategi yang 

akan dilakukan kedepannya diantaranya: 1) tetap mengajukan kepada Negara, 

yang pertama melalui Mhkamah Agung, seperti alat pendengaran dan lain 

sebagainay. 2) selain itu juga bisa menggandeng lembaga perbankkan jika 

memang sangat dibuuhkan terkait dengan pelayanan untuk kaum difabel tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di 

Indonesia yang memiliki wewenang absolut sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyangkut 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah. 

Undang-undang itu menyebutkan pada pasal 1 bahwa Peradilan 

Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang bergama Islam, kemudian 

diperjelas lagi pada pasal 2 bahwa mengenai perkara perdata tertentu yang 

diatur dalam Undang-Undang ini.
1
   

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia 

Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No.7 Tahun 1989 Jo. UU No.3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama lahir struktur baru dalam Peradilan 

Agama di Negeri ini, yang merombak praktik Peradilan yang lama. Undang-

undang No.14  Tahun 1970 Jo. UU No.4 Tahun 2004 Tentng Kekuasaan 

Kehakiman, dengan Undang-Undang Peradilan Agama itu maka terjadi 

semacam restrukturisasi Pengadilan-PengadilanAgama yang ada dan 

menyatukannya dalam satu struktur yang baru.ada dua aspek disini yaitu:  

pertama memodernisir Peradilan Agama sehingga menjadi setara dengan suatu 

                                                 
1
Moh. Muhibbin, dkk. Hukum Kewarisan Islam , Sebagai Perubahan Hukum Positif di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 48.  

1 
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peradilan dalam sistem hukum modern. Kedua, menjadikan serta menempatkan 

Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian 

dari keseluruhan strukturperadilan di Negeri ini. Sehingga sebagaimana 

penjelasan undang-undang diatas, semua Warga Negara Indonesia berhak 

untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang 

perdata khususnya mereka yang beragama Islam, begitupun para Difabel, 

mereka juga memiliki hak yang sama sebagaimana masyarakat lain sesuai 

dengan bunyi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 bahwa kekuasaan kehakiman 

yanng dalam hal ini adalah Peradilan Agama memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan permasalahan menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Tidak hanya itu, bahkan 

Difabel
2
 berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat lain 

saat beracara di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

Bersesuaian dengan hal itu UU No.8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas ditegaskan pada pasal 5 bahwa Difabel memiliki hak 

untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlinduungan hukum, 

pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, 

keagamaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, 

pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitas, 

konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 

                                                 
2
Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata different ability. Hal 

tersebut berarti manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut 

digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa 

negatif dan terkesan diskriminasi. Istilah Difabel didasarkan pada realita bahwa setiap 

manusia diciptakan berbeda. 
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berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindanh tempat 

dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, 

penyiksaan dan eksploitasi. 

Tidak hanya itu perempuan dengan disabilitas memiliki hal khusus 

yang diberikan oleh Undang-undang. Ini dipertegas dalam ayat 2 bahwa 

perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, 

menerima atau menolak alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari 

perlakuan diskriminasi berlapis, dan untuk mendapatkan perlindungan lebih 

dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. 

Ini membuktkan bahwa undang-undang telah menjamin hak-hak para 

penyandang disabilitas tanpa membedakannya dengan masyarakat lain. Dalam 

hal ini para penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas
3
 

termasuk ketika berperkara di pengadilan Agama. Hal tersebut diperjelas dalam 

pasal 10 ayat 2dimana penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk 

menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang difabel untuk dapat 

hidup sepenuhnya dimasyarakat
4
. Kemudian diperjelas pula dalam pasal 18 

tentang Hak Aksesibilitas, bahwa hak akasesibilitas untuk difabel meliputi hak 

untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan Akomodasi yang layak 

sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. 

                                                 
3
Aksesibiltas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna 

mewujudkan kesamaan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
4
Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 8 Tahun 2016. 
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Mengacu pada pasal tersebut Lembaga Peradilan
5
 berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan terhadap Penyandang disabilitas agar mendapatkan hak 

aksesibilitasnya untuk memanfaatkan fasilitas publik, seperti pelayanan 

mendapatkan pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah 

diakses ditempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya dan juga memperoleh 

penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
6
. Selain dari itu 

Penyandang Disabilitas juga berhak untuk memilih dan menunjuk orang untuk 

mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar 

pengadilan serta dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 

Keyataannya, ketentuan diatas masih belum sepenuhnya dilaksanakan, 

ini terlihat dari beberapa aspek dalam pemerintahan. Baik dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, dan juga tidak ketinggalan dalam bidang hukum atau 

pencari keadilan. Para difabel belum mendapatkan haknya secara penuh, 

seperti fasilitas yang ada di pengadilan, para difabel tidak mendapatkan 

aksesibilitas untuk beracara sendiri, para difabel kebantakan diwakili oleh 

keluarganya, padahal undang-undang memberikan hak untukmereka bisa 

beracara secara pribadi.  

Meski pengadilan bisa menetapkan bahwa difabel dianggap tidak 

cakap
7
, tetapi itu harus berdasarkan pada alasan yang jelas dan wajib 

menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. 

                                                 
5
Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, 

dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang 

dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuassaan kehakiman yang memliki 

kebebasan dan campur tangan pihak lain. 
6
Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas pasal 19. 
7
Sekretariat Nerga RI, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 32. 
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Akan tetapi sebagaimana Undang-undang menjawabnya dalam pasal 34, 

bahwa penetapan pengadilan dapat dibatalkan
8
. Meskipun demikian dalam 

praktiknya ini jarang sekali dilakukan, karena kuranya sosialisasi tentang hak-

hak difabel, apabila ada ketetapan yang menyatakan difabel tidak cakap maka 

para difabel tidak tahu harus berbuat apa agar haknya dapat didapat kembali. 

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Pengadilan dan 

pemerintah bisa bersama-sama melindungi hak-hak difabel. Salah satu caranya 

adalah dengan melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat 

dan aparatur Negara tentang perlindungan difabel, sebagaimana yang 

ditegaskan pada pasal 39
9
, serta menyediakan fasilitas untuk difabel sebagai 

subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yag sama dengan yang 

lainnya. Ini dibuktikan dengan dengan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

undang No. 8 Tahun 2016
10

 

Berdasarkan ketentuan diatas penulis melihat berdsarkan observasi 

awal bahwa di Pengadilan Agama Jember masih belum bisa dikategorikan 

ramah difabel, sebagaimana dijelaskan juga oleh sekretaris Pengadilan Agama 

Jember. 

Untuk , seperti halnya kursi roda, dan alhamdulillah kemaren bulan 

oktober sudah turun. Terkait dengan alat bantu pendengaran, penerjemah, dan 

yang laninnya memang tidak ada, dikarenakan para pencari keadian yang 

                                                 
8
Dengan cara Penyandang Disabilitas menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter 

psikolog dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk 

mengambil keputusan. 
9
Sosialisai sebagaimana dimaksud adalah meliputi pencegahan, pengenalan tindak 

pidana, laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. 
10

Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang 

disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk 

difabel dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

perturan pemerintah. 
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difabel yang biasanya sudah membawa penerjemah dan yang lainnya yang 

mereka butuhkan.
11

 

 

Ini membuktikan belum lengkapnya aksesibilitas difabel di 

Pengadilan Agama Jember, sehingga perlu konsep bagaimanakah pengadilan 

yang ramah terhadap difabel khususnya dilingkungan peradilan. Dengan 

melihat realitas diatas maka penulis tergugah untuk mengangkat karya ini 

bahwa perlu adanya Pengadilan yang dalam penelitian ini disebut dengan 

“Pengadilan Agama yang ramah Difabel”, sebagaimana yang harus 

diberikan oleh Pengadilan Agama kepada difabel, bahwa setiap pemeriksaan 

dalam hal keperdataan harus dilakukan dengan ketentuan undnag-undang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, 

maka dapat dirumuskan fokus masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk aksesibilitas PA Jember pada kaum difabel? 

2. Bagaimana implementasi konsep dan asas ramah difabel di PA Jember? 

3. Bagaimana strategi PA Jember dalam mewujudkan pengadilan yang ramah 

difabel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan bentuk aksesibilitas PA Jember pada kaum difabel. 

                                                 
11M. Agus Syamsul Arief, wawancara, Jember, 20 Oktober 2017. 



7 

 

 

 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi konsep dan asas ramah difabel di PA 

Jember. 

3. Untuk menganalisis strategi PA Jember dalam mewujudkan Pengadilan 

yang ramah difabel. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah: 

1. Teoritis 

a. Dapat menjadi rujukan dasar berkenaan dengan konsep Pengadilan 

Agama yang ramah difabel. 

b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi hasanah ilmu pengetahuan 

untuk masyarakat Indonesia tentang pelayanan Pengadilan Agama 

kepada para difabel. 

c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam dan masyarakat 

umumnya, tentang pelayanan di Pengadilan Agama untuk para difabel. 

2. Praktis 

a. Kepada lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, 

bisa menjadi rujukan untuk bagaimana seharusnya memberikan 

pelayanan terhadap difabel. 
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b. Kepada lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, penelitian 

ini menjadi pelengkap dalam pembahasan mengenai Pengadilan Agama 

dan Penyandang Disabilitas
12

. 

c. Penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan Pengadilan Agama dan Difabel
13

. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Konsep 

Pengertian konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki makna 1. Rancangan atau buram surat dsb, 2. Ide atau pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; satu istilah bisa mengandung dua 

hal yang berbeda, 3. Gambaran dari objek, proses, atau apapun yang ada 

diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahmi hal-hal lain
14

. 

Jadi yang dimaksud dengan Konsep disisni menurut penulis adalah 

sebuah rancangan atau ide mengenai suatu objek yang masih abstrak untuk 

dikaji dan ditemukan gambarannya secara konkret
15

. 

2. Pengadilan  

                                                 
12

Disabilitas merupakan kata benda yang digunakan untuk jenis kecacatan yang 

disandang, misalnya ketulian, kebisuan, kebutaan, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Arif Maftuhin yang menulis dipusat Pelayanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Serta 

istilah yang resmi dalam ratifikasi CRPD (Convention on the Ringht of People with 

Disability) adalah “Penyandang Disabilitas”  
13

Sedangkan difabel adalah kata benda yang mengacu kepada “manusia”nya, yaitu 

orang yang menyandang perbedaan fungsi jasmani dan rohani. 
14

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994), 1082. 
15

Konkret berarti nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba dsb) 
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Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga Peradilan Khusus di 

Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-

perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan 

kata lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam 

tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena 

itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Idonesia, 

yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di 

Indonesia. 

Selain daripada itu Pengadilan Agama adalah bukan hanya sebuah 

sistem Peradilan, tetapi sekaligus juga sebagai sub sistem peradilan 

Indonesia, karena sistem peradilan Indonesia terdiri dari sub sistem 

Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara
16

. 

Dengan adanya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-

undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kesuasaan Kehakiman, secara formal 

maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namn mengenai sususnan dan 

kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan 

adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara 

Peradilan Islam. 

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

mengatur: susunan kekeuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-

                                                 
16

Domiri, “Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia”, Jurnal Huakum 

dan Pembangunan. 3 (maret, 2016), 1. 
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undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada 

maupun dengan kebutuhan dilapangan praktis dengan keluarnya Undang-

undang No.3 Tahun 2006
17

. 

3. Difabel 

Difinisi difabel berasal dari bahasa Inggris yaitu different ability.  

Yang memiliki arti manusia yang memiliki kemampuan berbeda. 

Declaration of The Rights of Disabled Persons (1975) mendifinisikan 

difabel adalah “sesorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau 

sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada 

normalnya dan/atau kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan 

fisik dan/atau kemampuan mentalnya”. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan 

antar bab dari skripsi, yang durumuskan secara berurutan dari bab per bab, 

dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dan cepat memahami skripsi. 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup (kesimpulan dan saran)
18

. 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran 

secara global tentang isi dari bab ke bab sehingga dapat dijadikan rujukan 

                                                 
17

Sulaikin Lubis, Wismar „Ain Marzuki dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.  
18

Tim penyussn IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Press, 

2016), 54. 
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untuk mempermudah dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih 

jelasnya akan dipaparkan dari bab satu sampai bab terakhir. 

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 

yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi bab 

ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan 

dalam skripsi. 

BAB II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait 

kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan Skripsi. Dalam 

penelitian terdahulu yaitu mencantumkan penelitian sejenis yang telah 

dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori peradilan yang fair terhadap 

difabel. Fungsi bab ini sebagai landasan teori terhadap bab berikutntnya guna 

menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. 

BAB III: Bab ini memuat tentang metode penelitian, membahas 

tentang terkait teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan 

penulisan skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

metode pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV: Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai konsep Pengadilan ramah Difabel di Pengadilan Agama Jember. 

BAB V: Bab ini merupakan bab terkahir yang memaparkan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis. 

Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian 



12 

 

 

 

berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu dalam memberikan saran-

saran kostruktif yang terkait penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian terdahulu penulis menemukan beberapa penelitian yang 

berkorelasi dengan judul penelitian yang penulis teliti. Diantaranya: pertama, 

Difabilitas Dalam Alquran
19

. Didalam penelitian ini disebutkan beberapa 

pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal 

penyelesaiannya, yaitu: 

a. Bagaimana eksistensi difabel dalam alquran? 

b. Bagaimana perhatian alquran terhadap difabel? 

Metode dalam penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan kajian 

kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Reaserch), 

sedangkan dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah metode 

tafsir maudhu’i. Dengan sumber primernya kitab tafsir Ibnu Katsir, al Maraghi 

dal al Mishbah. Data sekundernya berupa literatur lainnya yang relevan dan 

yang mendukung dengan judul diatas. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan bahwa 

alquran menyebutkan 2 jenis difabel yaitu tunanetra dan tuna daksa, dan 

alquran memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, yakni dengan 

tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang 

                                                 
19

Rofi’atul Khoiriya, “Difabilitas dalam Alquran”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Walisongo, Semarang, 2015), 1. 
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dalam keadaan cacat atau sempurna, yang dinilai Allah ialah ketaqwaan dan 

keimanannya saja. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penelitian yang 

diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang difabel dan keadaan 

sosialnya dimasyarakat. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelian ini membahas difabel dalam 

sudut pandang alquran sedangkan penulis membahas difabel dengan sudut 

pandang undang-undang dan penerapan akasesibilitasnya di Pengadilan Agama 

Jember. 

Kedua, Kebermaknaan Hidup Difabel (Studi Kasus Terhadap 

Difabel Amputansi Kaki)
20

. Pada penelitian ini menyebutkan beberapa pokok 

permasalahan yang hendak dikembangkan dikembangkan dan dicari pangkal 

penyelesainnya yaitu: bagaimana perilaku kebermaknaan hidup bagi seorang 

Difabel Amputasi Kaki akibat kecelakaan tragis? 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil analisis 

menjelaskan bahwa kedifabelan tidak selalu menjadikan seseorang lemah dan 

tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan dapat menjadikan hidup lebih bermakna, 

kegiatan lebih bertanggungjawab. Sebgaimana yang dialami RS setelah 

menjadi seorang Difabel amputasi kaki, banyak hal yang berubah, tidak hanya 

dari segi fisik, tetapi dari segi psikis berubah. Ia menjadi orang yang lebih 

menghargai hidupnya. Banyak hal yang telah diraih olehnya puncaknya telah 

mengkuliahkan anaknya hingga selesai dan bersyukur anaknya telah menjadi 

                                                 
20

Nasirin, “kebermaknaan Hidup Difabel (Studi Kasus Terhadap Difabel Amputasi 

Kaki)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogayakarta, 2010), 1. 
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PNS saat ini. Kebahagian keluarga RS adalah sebagai tujuan hidup RS dan 

merupakan aplikasi kebermaknaan hidupnya. 

Jenis penelitian ini bersifat deskkriptiif kualitatif dalam bentuk studi 

kasus dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian 

berjumlah satu orang yaitu seorang laki-laki yang berinisial RS berusia 48 

tahun berasal dari Yogyakarta dan signifacan other. Metode yang digunakan 

adalah observasi tak berpartisipan dan wawancara secara langsung. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas difabel, 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Pada penelitian ini 

fokusnya terhadap kebermaknaan hidup difabel sedangkan yang penulis teliti 

fokus pada aksesibilitas difabel di Pengadilan Agama Jember. 

Ketiga, Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Tentang Perlindungan Anak 

Difabel (Studi di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)
21

. Dalam penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh pandangan penulis dalam memahami sebuah keluarga. 

Tidak semua keluarga memiliki seorang ayah dan ibu yang mampu 

menjalankan perannya dengan baik, hal ini terlihat dari adanya peneleantaran 

anak difabel yang ditemukan langsung oleh masyarakat, kemuadian oleh 

masyarakat dibawa ke kantor Polisi. Selanjutnya oleh Polisi dibawa ke Dinas 

Sosial Yogyakarta, oleh Dinas Sosial Yogyakarta dibawa ke Yayasan Sayap 

Ibu untuk dilinndungi, dirawat dan dibimbing. 

Didalam penelitian ini menyebutkan beberapa pokok permasalahan 

yng hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, yaitu: 

                                                 
21

Muhammad Khoirul Wahidin, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Tentang Perlindungan 

Anak Difabel (Studi di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta), (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 1. 
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a. Bagaimanakah perlindungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta? 

b. Bagaimanakah tinjauan maqasid asy-syariah terhadap perlindungan anak 

difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta? 

Hasil dari penelitiannya bahwa perlindungan anak difabel diwujudkan 

dengan: dilindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama. 

Dilindungi hak untuk kehidupan jiwa dengan dipenuhinya kebutuhan jasmani. 

Dilindungi akalnya dengan dipenuhinya pendidikan. Dilindungi nasab anak 

difabel dari penelantaran oleh orangtuanya sendiri, dengan dibina dan dirawat. 

Dilindungi hak hartanya dengan dikelolanya berbagai macam bantuan, 

kemudian dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan anak difabel. Perlindungan 

yang dilakukan oleh pimpinan dan para pengasuh Panti II Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta sesuai dengan maqasid asy-syariah, mencakup lima unsur pokok: 

hifz din (perlindungan terhadap agama), hifz nafs (perlindungan terhadap jiwa), 

hifz ‘aql (perlindungan terhadap akal), hifz nasl (menjaga keturunan) dan hifz 

mal (perlindungan terhadap harta). 

Penelitian ini termasuk penelitian field reaserch yaitu penelitian 

dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Tekhnik pengumpulan 

datanya adalah observasi secara langsung dan wawancara kepada responden 

dalam bentuk tertulis dan lisan, kepada pihak pimpinan, pengasuh dan staf 

yang ada di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah 

Preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh pimpinan para 
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pengasuh yayasan, sesuai atau tidak dengan ketentuan maqasid asy-syariah, 

dan undang-undang positif Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan normatif
22

 dan yuridis
23

. Analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis induktif deduktif, yaitu analisis yang 

bertolak pada data yang bersifat khusus, kemudian diambil penjabarannya yang 

bersifat umum, yakni dengan melihat proses perlindungan anak difabel 

diyayasan itu, kemudian dianalisis dengan sudaut pandang hukum Islam 

dengan menggunaka teori maqasid asy-syariah. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang difabel 

yang dilihat dari sudut pandang lembaga, sedangkan perbedaannya dalam 

penelitian ini membahas perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh 

pimpinan yayasan, sedangkan penulis membahas dalam ruang lingkup difabel 

dengan lembaga peradilan yang terfokus pada penerapan hukum dan 

aksesibilitasnya dan bagaimana peradilan yang ramah terhadap difabel itu bisa 

terwujud. 

Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa masih belum ada penelitian 

yang membahas khusus mengenai Konsep Pengadilan Agama yang Ramah 

Difabel, sehingga peneliitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut. 

 

 

 

                                                 
22

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdsarkan alquran, alhadis dan kaidah-

kaidah fiqih 
23

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan berlandaskan Undang-undang No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Disabilities.  
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1. Kajian Teori 

a. Konsep Pengadilan Agama di Indonesia 

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di 

Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili 

perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu 

saja. Dengan kata lain, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang 

perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di 

Indonesia. Oleh karena itu Peradilan Agama dapat disebut sebagai 

peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah 

disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. 

Pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan pada pasal 6 

bahwa pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan 

Tingkat Banding. 

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berarti 

pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, memutuskan setiap 

permohonan serta gugatan pada skala awal. Para pencari keadilan tidak 

boleh langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan Tinggi, karena 

fungsi Pengadilan Tinggi adalah mengkoreksi putusan Pengadilan 

Agama. 
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b. Kompetensi Peradilan Agama 

Kompetensi yang berasal dari bahasa belanda competentie yang 

kemudian dimaknai dengan kewenangan. Kewenangan itu terbagi 

menjadi dua, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. 

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan 

yang datu jenis dan satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Agama 

Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja yaitu sama-sama 

lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama tingkat pertama. 

Kewenangan Absolut artinya kewenangan Pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan. 

 

c. Aksesibilitas untuk Difabel di Pengadilan 

Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. 

Hal ini akan sangat mendukung aktifitas penyandang disabilitas. Kita 

akan ambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat 

melakukan aktifitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk 

dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. 

Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan 

diantaranya adalah: 

1) Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, 

serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua 

pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan krsi roda. 
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2) Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan 

bertingkat. 

3) Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain 

yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda. 

4) Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna 

kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya. 

5) Penerangkan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan 

rendah. 

6) Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau 

bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda. 

 

d. Prinsip-Prinsip Peradilan yang Fair dan Hubungannya dengan Hak 

Penyandang Disabilitas 

 Negara harus berupaya melindungi hak asasi manusia. 

Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga harus 

dijadikan sasaran perlindungan. Entah pada saat Difabel itu posisinya 

sebagai terdakwa, korban, saksi, atau pihak pada perkara perdata. Hak 

asasi manusia Difabel pada posisi-posisi tersebut tetap harus terlindungi. 

Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan dari 

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban 

melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan pidana. Perbuatan 

yang menyebabkan individu, khususnya Difabel, atau manusia lain 

menjadi korban. 
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Sebagai bahan renungan dan tambahan perspektif, berikut ini 

akan diuraikan kewajiban hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. 

Didasarkan pada prinsip peradilan yang fair, seperti diatur dalam pasal 

14 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan telah 

diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005. 

Prinsip peradilan yang fair akan dijelaskan dengan merajuk pada 

penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Konvenan Internasional 

Tentang Hak Sipil dan Politik
24

. Penjelasan ini dilakukan dengan 

membuat uraian dari berbagai unsur yang terkandung didalam pasal 14 

tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Semua Orang Berhak Untuk Diperlakukan Sama Di Muka Pengadilan 

Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan 

hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari “rule of 

law”. Terminologi yang digunakan pada ketentuan konvenan adalah 

“in full equality” atau dalam persamaan yang penuh. Ini menunjukkan 

bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama 

di muka pengadilan. Teori dan konsep equality before the law seperti 

yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 

1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar 

diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal ini 

dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama didepan hukum. 

Tidak boleh ada perbedaan atas dasar apapun, baik jenis dan kategori 
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disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain 

sebagainya. Pasal 14 Konvenan memberikan ketentuan “equality 

before the cort and tribunals”. Penggunaan istilah “court” dan 

“tribunals” sengaja dibedakan. Walaupun keduanya memiliki arti 

bahasa yang sama, tetapi maknanya berbeda. “court” dimaknai 

sebagai lokasi, sementara “tribunals” dimaknai sebagai sifat lokasinya 

yang independen dan imparsialitas. 

Lembaga peradilan harus memastikan bahwa difabel, baik 

pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka ataupun korban 

maupun terdakwa harus diperlakukan secara setara dengan manusia 

yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh menganggap bahwa 

difabel tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kasus yang 

menimpanya. Ia jutru harus mencari cara dan fasilitas agar hambatan 

interaksi difabel dapat teratasi. Jika sesorang terhambat untuk 

mengatakan sesuatu secara verbal, maka pengadilan harus 

memfasilitasi buku untuk menulis atau penerjemah isyarat. Ini 

dilakukan agar para pihak dalam persidangan sama-sama memahami 

apa yang sedang dibicarakan. Kesetaraan dalam konteks penyandang 

disabilitas harus difasilitasi dengan penyediaan sarana. Tujuannya 

untuk mengatasi hambatan interaksi antara aparat peradilan dengan 

difabel. 

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa 

hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi 
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penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. 

Dari banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat 

dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi 

penegakan hukum oleh aparat
25

. 

2) Semua Orang Berhak Untuk Didengar Keterangannya Di Muka 

Pengadilan 

Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan 

merupakan indikator utama “due process of law”. Seluruh Negara 

pihak berkewajiban menyediakan peradilan (tribunals) yang 

independen dan imparsial. Menyediakan perangkat yang kompeten 

untuk mendengar dan memutuskan tuduhan atau dakwaan, serta 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan 

hukum. 

Ketentuan juga bermakna bahwa proses peradilan pidana 

tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat administratif. 

Peradilan harus dilaksanakan oleh instiusi yang kompeten, independen 

dan imparsial, yang seluruhnya ditentukan oleh hukum
26

. Peradilan 

harus dilaksanakan secara fair dengan mengedepankan asas 

kesetaraan antar pihak (the principle of equality of arms). Harus ada 

keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim 

dan terdakwa (audi et alteram parte). Tidak boleh ada satu pihak yang 
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selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk 

bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain. 

Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip 

publisitas). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan dengan 

transparansi administrasi peradilan. Prinsip pulisitas dimaknai bahwa 

seluruh catatan persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan dan bahkan 

putusan harus diumumkan. 

3) Semua Orang Yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak 

Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal 

a) Praduga Tak Bersalah  

Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip penting 

bagi peradilan yang fair. Didalam hak asasi manusia, hak ini 

disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua orang 

memiliki hak tersebut sehingga dinyatakan bersalah oleh 

mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum harus 

yakin bahwa terdakwa adalah bersalah. Jika dia ragu atas 

dakwaannya maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Hal 

ini sesuai dengan prinsip kuno “in dubiro pro reo”, yang berarti 

seorang hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman karena 

terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan sedikitpun atas 

putusannya. Jika hakim merasa ragu, walaupun hanya sedikit, maka 

terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Praduga tak bersalah ini 

berlaku dalam semua keadaan. Walaupun proses peradilan berada 
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di bawah tekanan media, tekanan kelompok masyarakat tertentu, 

atau bahkan tertekan dari aktor kekuasaan, prinsip ini harus tetap 

dijalankan dan ditegakkan. 

b) Terdaka Berhak Mendapatkan Informasi Tentang Apa yang 

Dituduhkan Kepadanya 

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa 

yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformaskan, 

ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan. Atas 

alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal 

apa yang didakwakan harus di informasikan kepada terdakwa sejak 

awal penangkapan. Informasi mengenai dakwaan tidak saja 

berkaitan dengan pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta 

hukum (perbuatan riil) yang dianggap bertentangan pasal yang 

dituduhkan. Informasi tentang dakwaan ini sangat penting, karena 

berkaitan dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan 

atau mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. 

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum 

pidana nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk 

perlindungan terhadap perilaku kejahatan (tersangka), yang dapat 

ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 

antara lain:
27
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(1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan 

dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat 

dilihat pada pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHP 

(2) Hak memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila 

penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap 

dirinya tidak berdasarkanhukum. Hak ini dapat ditemukan 

dalam Pasal, Pasal 97 KUHAP. 

(3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun 

tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 

KUHAP. 

(4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). 

Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP. 

(5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini 

dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP. 

(6)  Hak untuk didampingioleh penasihat hukum. Hak ini dapat 

dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 

KUHP. 

Begitu juga bisa dilihat pada undang-undang No. 14 1970 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni 

pada bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Selengkapnya 

bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagi berikut; Pasal 35 

menyatakan, setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperoleh bantuan hukum. Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 36 
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bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak 

dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi 

dan menerima bantuan penasehat hukum. Dalam memberikan 

bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasihat hukum 

membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung 

tinggi Pancasila, hukum keadilan
28

. 

Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan 

dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Jika jaksa atau 

penyelidik dan penyidik tidak mampu berbahasa sesuai bahasa 

terdakwa, maka mereka harus mencarikan seorang penerjemah 

untuk mengalih bahasakan dakwaan sesuai bahasa terdakwa. 

Fasilitas pengalih bahasaan ini bersifat gratis. Tidak boleh 

penyelidik dan penyidik menuntut bayaran atas jasa penerjemah. 

Justru mereka sebagai aparatur Negara harus menyediakan dan 

membayar jasa penerjemah dimaksud. Ketika pengadilan 

menghadirkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi maupun 

terdakwa, maka pengadilan harus memastikan bahwa seluruh 

percakapan dan perdebatan yang terjadi di pengadilan dapat 

dimengerti dengan baik oleh difabel. 

Dalam kondisi terdakwa adalah seorang tuli, maka 

pengadilan harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan 

harus memastikan bahwa proses penerjemahannya tidak keliru. 
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Kekeliruan penerjemahan juga akan mendorong hakim membuat 

putusan yang keliru. Jika ini terjadi, maka pengadilan sedang 

melakukan ketidakadilan. 

c) Terdakwa Berhak Mendapatkan Pembelaan 

Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal 

diantaranya: 

(1)Terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan 

pembelaan. 

Antara penangkapan dengan persidangan harus ada 

cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya 

dengan pembela. Dengan begitu, pembela memiliki informasi 

versi terdakwa dengan cukup lengkap dan memadai. 

(2)Terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup untuk 

mempersiapkan pembelaan atas dirinya. 

Fasilitas ini berkaitan dengan hak terdakwa atau tim 

pembelanya untuk mengakses dokumen, rekaman penyidikan 

dan dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk 

mempersiapkan pembelaan. 

(3)Terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi 

dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya sendiri
29

. 

Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi 

terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga 
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terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai 

pilihan dia sendiri.  

Ketika seorang difabel netra dihadirkan di pengadilan, 

maka hakim wajib memberikan akses yang memungkinkan 

difabel netra dapat membaca seluruh dokumen yang ada. Jika 

difabel netra sudah terbiasa dengan komputer, maka seluruh 

dokumen harus diberikan kepada mereka dalam bentuk versi 

elektronik (soft file). Jika tidak, pengadilan harus menyediakan 

petugas yang akan membacakan seluruh dokumen satu persatu 

dengan teliti dan hati-hati. 

Negara wajib membantu difabel yang menjadi korban 

perbuatan pidana. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan 

baru memberikan amanat kepada Negara untuk memfasilitasi 

seseorang yang menjadi pelaku perbuatan pidana. Bentuknya 

adalah keberadaan penasihathukum gratis (pro bono). 

Pada konteks difabel sebagai korban, maka seyogyanya 

penyidik, baik polisi maupun jaksa, harus berusaha perlindungan 

yang memadai. Diusahakan untuk mendapatkan fasilitas agar 

mereka dapat memberikan keterangan sebagai korban dengan 

baik dan memadai. 

Tantangannya justru lebih berat ketika difabel sebagai 

korban. Apalagi pelakunya adalah difabel, dan bahkan memiliki 

kekuasaan. Pada kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus 
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berbuat lebih kuat agar kasus semacam ini dapat diadili dengan 

baik. Pembelaan pada korban harus dilakukan sejak awal kasus 

terjadi hingga proses peradilan selesai. 

Pembelaan terhadap korban seharusnya menjadi 

tanggungjawab Negara melalui penyidik dan penuntut. Penyidik 

dan penuntut adalah aparat Negara. Tugasnya untuk memiliki 

korban dalam perkara pidana. Oleh karenanya, penyidik dan 

penuntut harus memastikan bahwa korban terlindungi. 

Keterangannya dapat dipahami dengan baik pada proses 

peradilan. 

 

e. Karakteristik Difabel
30

 

1) Tunanetra 

Pengertian Tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah tidak dapat melihat dan menurut literatur berbahasa inggris 

visually handicapped atau visual impaired. Pada umumnya, orang 

mengira Tunanetra adalah mereka yang tidak bisa melihat atau buta, 

padahal tidak demikian, karena Tunanetra dapat diklasfikasikan 

kedalam beberapa kategori 

a) Tunanetra sebelum dan sejak lahir, mereka sama sekali tidak 

memiliki pengalaman pengelihatan. 
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b) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka ini telah 

memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat 

dan mudah terlupakan. 

c) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja; mereka telah 

memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang 

mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. 

d) Tunanetra pada usaha dewasa; pada umumnya mereka yang dengan 

segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian 

diri. 

e) Tunanetra dalam usia lanjut; sebagian besar sudah sulit mengikuti 

latihan-latihan penyesuaian diri. 

f) Tunanetra akibat bawaan 

Sementara klasifikasi penyandang tunanetra berdasarkan 

kemampuan daya pengelihatan meliputi: 

a) Tunanetra ringan (defective vision/low vision) yakni mereka yang 

memiliki hambatan dalam pengelihatan, akan tetapi masih dapat 

mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan 

pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi pengelihatan. 

b) Tunanetra setengah berat (partially sighted), yakni mereka yang 

kehilangan sebagian daya pengelihatan, hanya dengan 

menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa 

atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. 
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c) Tunanetra berat (totally blind); yakni mereka yang sama sekali 

tidak dapat melihat. 

Disisi lain ada Tunanetra yang masih mempunyai sedikit sisa 

pengelihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa 

pengelihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari 

termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan 

kacamata
31

. 

Para penyandang Tunanetra beranggapan bahwa orang awas 

pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut: 

a) Pada umumnya orang awas tidak tahu banyak tentang “orang buta” 

dan kemudian akan terheran-heran ketika orang Tunanetra 

menunjukkan kemampuannya dalam beberapa hal. 

b) Orang awas cenderung kasihan pada orang Tunanetra dan pada saat 

yang sama mereka berfikir bahwa mereka lebih berani 

dibandingkan dengan orang awas lainnya
32

. 

2) Tunarungu 

Tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai rangsangan, terutama dan indra pendengarannya
33

. 
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Tunarungu juga merupakan suatu istilah umum yang 

menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang 

berat, digolongkan dalam tuli dan kurang dengar
34

. 

Menurut beberapa ahli, Tunarungu dapat disebabkan oleh dua 

faktor yaitu: 

a) Faktor Internal 

(1) Faktor keturunan dari salah satu orangtua yang mengalami 

Tunarungu. 

(2) Penyakit campak Jerman (Rubella) yang diderita oleh ibu yang 

sedang mengandung. 

(3) Keracunan darah atau Toxaminia yang diderita oleh ibu yang 

sedang mengandung.  

b) Faktor Eksternal 

(1) Anak mengalami infeksi saat dilahirkan. Misalnya, anak tertular 

herpes impeks yang menyerang alat kelamin ibu. 

(2) Meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan oleh 

bakteri yang menyerang labyirinth (telinga dalam) melalui 

sistem sel-sel udara pada telinga tengah. 

(3) Radang telinga bagian tengah (otoritas media) pada anak. 

Radang ini mengeluarkan nanah yang menggumpal dan 

mengganggu hantaran bunyi. 
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3) Tunagrahita 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

seseorang yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata. Dalam 

kepustakaan asing disebut dengan istilah mental retardation, mentally 

retarded, mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. Istilah itu 

memiliki arti yang sama dalam menjelaskan kondisi keterbatasan 

intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Tunagrahita 

biasanya dikenal dengan keterbelakangan mental. Tunagrahita 

ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam 

interaksi sosial. Dalam bahasa asing digunakan istilah-istilah mental 

retardation, mentally retaerted, mental deficiency, mental defective 

dan lain-lain
35

. Diantara klasifikasi Tunagrahita adalah: 

a) Tunagrahita Ringan 

Tunagrahita ringan disebut juga dengan moron atau debil. 

Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52. Pada umumnya 

Tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik, mereka secara 

fisik seperti orang biasa yang normal, orang karena itu sedikit sukar 

membedakan secara fisik antara orang yang Tunagrahita dengan 

orang normal. 
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b) Tunagrahita Sedang 

Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala 

Weschler (WISC). 

c) Tunagrahita Berat 

Kelompok tunagrahita berat ini sering disebut idiot. Pada 

kelompok ini bisa dibedakan lagi menjadi 2 yaitu: tunagrahita berat 

dan tunagrahita sangat berat. Tunagrahita berat (server) memiliki 

IQ antara 30-20 menurut skala binet dan antara 39-52 menurut 

skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) 

memiliki IQ dibawah 19 menurut skala binet dan IQ dibawah 24 

menurut skala weschler
36

. 

4) Tunadaksa 

Istilah Tunadaksa mungkin masih banyak yang belum tau 

dibandingkan istilah penyandang cacat fisik. Tunadaksa/cacat fisik 

adalah sebutan bagi orang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan 

fungsi-fungs anggota tubuhnya karena bawaan sejak lahir. Gangguan 

yang dialami menyerang kemampuan motorik mereka. Gangguan 

yang terjadi mulai dari gangguan otot, tulang, sendi dan/atau sistem 

saraf yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi komunikasi, 
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mobilitas, sosialisasi, dan perkembangan kebutuhan pribadi
37

. 

Tunadaksa diklasifikasikan menjadi 2 kelompok: 

a) Tunadaksa Ortopedi (orthopedically Handicapped) merupakan 

penyandang yang mengalami cacat tertentu pada bagian otot tubuh, 

ataupun daerah persendian. Baik sejak lahir maupun diperoleh 

kemudian (karena penyakit atau kecelakaan) sehingga 

mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. 

b) Tunadaksa Saraf (Neurologically Handicapped). Penyandang ini 

mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan saraf diotak. 

Jika otak mengalami masalah, hal ini akan menimbulkan gangguan 

ditubuh, baik gangguan motorik, kognitif, maupun emosi. 

Ada beberapa penyebab yang menjadikan sesorang menjadi 

tunadaksa, diantaranya: 

a) Sebelum lahir (Pre-netal) 

(1) Pada saat hamil, ibu mengalami trauma atau terkena infeksi atau 

penyakit sehingga otak bayipun ikut terserang dan menimbulkan 

kerusakan. Misalnya infeksi, Syiphilis, Rubella, Thypus 

abdominalis
38

. 

                                                 
37

Ratih, Putri Pratiwi, Kiat Sukses Mengasah Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 38. 
38

Thypus abdominalis adalah penyakit infeksi akut pada usus halus yang biasanya lebih 

ringan dan menunjukkan manifestasi klinis yang sama dengan enteritis akut, oleh 

karena itu penyakit ini disebut juga penyakit demam entrik. Penyebabnya adalah kuman 

Salmonella Typhi atau Salmonella Paratyphi A, B, C, selain demam entrik kuman ini 

juga dapat menyebabkan Gastroenteritis (keracunan makanan) dan Septikemia (tidak 

menyerang usus). 



37 

 

(2) Terjadinya kelainan pada kehamilan sehingga menyebabkan 

peredaran darah terganggu, tali pusat tertekan, dan pembentukan 

saraf-saraf dalam otakpun ikut terganggu. 

(3) Bayi dalam kandungan terkena radiasi secara langsung. Yang 

mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun 

fungsinya terganggu. 

(4) Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma (kecelakaan) 

yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem 

saraf pusat. Misalnya, ibu jatuh dan perutnya terbentur cukup 

keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka 

dapat merusak sistem saraf pusat. 

b) Faktor Keturunan 

c) Usia Ibu pada masa hamil 

d) Pendarahan yang dialami ibu 

e) Saat melahirkan 

(1) Akibat proses kehamilan yang terlalu lama sehingga bayi 

kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dapat meyebabkan 

terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi, akibatnya 

jaringan otak mengalami kerusakan. 

(2) Pemakaian alat bantu seperti digunakan pada saat proses 

melahirkan dapat merusak jaringan saraf otak bayi. 
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(3) Pemakaian obat bius yang berlebihan pada ibu yang melahirkan 

dengan Caesar dapat mempengaruhi sistem pernafasan ataupun 

fungsinya. 

f) Setelah melahirkan 

(1) Kecelakaan atau trauma kepala, amputasi 

(2) Infeksi penyakit yang menyerang otak 

(3) Anoxia atau Hipoxia
39

. 

 

5) Tunawicara   

Seseorang yang tunawicara biasanya juga menderita 

kelainan pada sistem pendengaran. Seseorang yang organ 

pendengarannya tidak berfungsi dengan baik otomatis tidak dapat 

mempelajari bunyi-bunyian yang ada disekitarnya. Maka untuk 

menghasilkan suara atau mengatakan sesuatu akan turut terhambat. 

Beberapa perilaku termasuk dalam kategori gangguan 

tunawicara  

a) Gangguan perkembangan artikulasi 

Adalah suatu kondisi ketika suara atau bahasa yang 

digunakan seseorang diganti, dihilangkan, ditambah. 

b) Gagap 

Gangguan bicara yang disebabkan atus bicara terganggu 

karena adanya perpanjangan atau pengulangan suara, suku kata, 

                                                 
39

Hipoxia yaitu kondisi simtoma kekurangan oksigen pada jaringan tubuh, yang terjadi 

akibat pengaruh perbedaan ketinggian. Pada kasus yang fatal dapat berakibat koma, 

bahkan sampai dengan kematian. 
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kata, atau frase. Seseorang yang gagap akan sulit mengungkapkan 

apa yang dibicarakannya. 

c) Terlambat bicara 

Merupakan keadaan seorang anak yang belum mampu 

menguasai keterampilan berbicara diatas usia normal (sekitar 2 

tahun). Hal ini disebabkan oleh faktor bawaan dan faktor 

lingkungan yang kurang memberikan contoh maupun stimulasi 

kepadanya. 

d) Gangguan dyspasia dan aphasia 

Gangguan dyspasia dan aphasia adalah terjadinya 

ketikmampuan seseorang untuk berbicara karena ada cedera pada 

otak. 

e) Gangguan disintegratif 

Merupakan gangguan komleks yang mempengaruhi 

berbagai bidang perkembangan, termasuk perkembangan bahasa. 

f) Gangguan multisystem development disorder 

Merupakan gangguan pada anak yang menyebabkan 

mereka memiliki permasalahan sosial, komunikasi, dan proses 

sensori terhadap satu hal dalam benda. 

 

f. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas 

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas 
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Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan diatur mengenai fasilitas dan 

aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. 

Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, 

kemudahan, kegunaan, kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya 

bagi non-disabilitas, tetapi juga bagi penyandang disabilitas. 

Dibawah ini beberapa gambar yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006: 

 

JALUR PENDESTRIAN DAN JALUR PEMANDU 

 

 

Gambar ubin dengan motif garis dan motif bulat 
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Ubin yang bermotif garis menunjukkan arah untuk perjalanan, 

sedangkan untuk motif bulat menunjukkan peringatan terhadap adanya 

perubahan situasi disekitarnya atau warning 

Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu 

(guiding blocks) yaitu: depan jalur lalu-lintas kendaraan, didepan pintu 

masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan 

perbedaan ketinggian lantai, dipintu masuk atau keluar pada terminal 

transportasi umum atau area penumpang, pada pendestrian yang 

menghubungkan jalan dan bangunan; dan pada pemandu arah dari 

fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat. 

Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pendestrian 

yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, 

sedemikian mungkin hingga tidak terjadi kebingungan dalam 

membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan. 

Untuk memberikan perbedaan warna pada ubin pemandu 

dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna 

kuning atau jingga. 

Jalur pendestrian adalah jalur yang digunakan untuk berjalan 

kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang 

dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, 

nyaman dan tanpa hambatan. 

Berikut ini paparan beberapa gambar untuk memperjelas 

bagaimana jalur pendestrian yang sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006 yang seharusnya menjadi pedoman 

bagi pemerintah untuk membangunan jalur pemandu bagi penyandang 

disabilitas. 

 

RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar bersih dari ram adalah 180 cm, yang diperuntukkan untuk 

pengguna kursi roda, agar ketika menggunakan pendorong kursi roda 

lebih leluasa bergerak. 

Jika terdapat pohon yang digunakan sebagai pembatas, maka 

jarak pohon dengan lebar Ram adalah 90 cm, tidak boleh kurang. Dan 

pembatas pinggiran dibuat dengan bahan paving block. Selain dari itu 

batas pinggir juga harus menggunakan tekstur yang berbeda. 
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Batas akhir Ram adalah degan ukuran 120 cm, serta diperlukan 

taman perdu yang berfungsi sebagai penunjuk arah. 

 

TIPIKAL RAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permukaan jalan harus stabil, kuat dan tahan cuaca, bertekstur 

halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada 

permukaan, kalaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih 1,25 cm. 

Apabila menggunakan karpet, maka baguan tepinya harus dengan 

kontruksi yang permanen. 
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Perbandingan kemiringan maksimum adalah 1:8 dan pada setiap 

jarak maksimal 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 

120 cm. 

Adanya area istirahat terutama digunakan untuk membantu 

pengguna jalan penyandang disabilitas dengan menyediakan tempat 

duduk santai dibagian tepi. 

Pencahayaan berkisar 50-150 lux tergantung pada intensitas 

pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan. 

Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya kecelakaan. Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur 

yang kedalamannya maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan 

lubang dijauhkan dari tepi ram. 

Ukuran lebar minimum jalur pendestrian adalah 120 cm untuk 

jalur searah  dan 160 cm untuk 2 arah. Jalur pendestrian harus bebas dari 

pohon, tiang, rambu-rambu, lubang drainase dan gorong-gorong dan 

benda-benda lainnya yang menghalangi. 

Tepi pengaman atau kanstin atau low curb itu penting bagi 

penghentian roda kendaraan dan tongkat tunanetra kearah area yang 

berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi-tingginya minimum 10 cm 

dan lebar 15 cm sepanjang jalur pendestrian. 
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HANDRAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada dua pegangan yang disediakan yaitu pegangan untuk orang 

dewasa dan untuk anak-anak, untuk orang dewasa ketinggian pegangan 

adalah 80 cm, sedangkan untuk anak-anak dengan ketinggian 65 cm. 

Untuk kemiringan luar bangunan maksimal gradien 1:10 dan 

untuk kemiringan dalam bangunan maksimal gradien 1:8. Dan untuk 

permukaan lantai juga harus dibuat kasar. 
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KEMIRINGAN RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan kemiringan ram direkomendasikan 

oleh Meteri Pekerjaan Umum, dengan ketentuan pada posisi luar ram 

minimal berukuran lebar 120 cm, dengan panjang 150 cm. Pada level 

istiharat sudut kemiringannya adalah 6 derajat. Sedangkan untuk tinggi 

pegangannya antara 65 sampai dengan 80 cm. 

 

COUNTER/RECEPSIONIST 
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Untuk lebar counter yang efektif adalah 50 cm, dengan 

ketinggian 75 cm dan maksimal 85 cm, ini digunakan untuk 

memudahkan pengguna kursi roda. minimal penggunaan pendekatan 

Panel Solid dibawah Counter akan memudahkan Pengguna Kursi Roda 

dalam mengakses layanan. 

 

LIFT 
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Pada bangunan yang menggunakan fasilitas lift, sebaiknya pada 

dinding lift menggunakan cermin untuk pemakai kursi roda. dan didalam 

lift tersebut disediakan telepon darurat yang dapat digunakan melakukan 

panggilan darurat saat sesuatu terjadi diluar keinginan. 

Dan lebar dalam lift adalah 110 cm dengan panjang lift 140 cm, 

dengan ketinggian dalam lift adalah 90 cm, dan ketinggian luar lift 

adalah 120 cm. Serta disediakan alat sensor untuk menutup pintu, serta 

luas area menunggu dan memutar kursi roda harus disediakan, dengan 

lebar pintukeluar lift adalah 85 cm. 

 

INDIKATOR PEMANGGIL DAN TOMBOL PEMANGGIL 

 

 

 

 

 

 

Untuk indikator pemanggil direkomendasikan menggunakan 

indikator dengan model yang menggunakan cahaya atau dengan lampu 

yang timbul, serta adanya indikator dengan suara, fasilitas tersebut 

diperuntukkan untu Difabel Tunanetra, sedangkan untuk ketinggiannya 

180 cm dari lantai lift. 
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Untuk tombol pemanggil, adanya indikator arah yang dapat 

diraba, direkomendasikan perencanaan tombol yang setelah ditekan tetap 

masuk dan menyala. Untuk ketinggian tombol pemanggil adalah 90 cm 

dari lantai lift. 

 

TOILET 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggi toilet dari lantai maksimal 120 cm, dan jarak antara kaki 

kursi roda dengan keran air berjarak 30 cm. Ini sangat menguntungkan 

bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan toilet. Begitupula 

difabel yang menggunakan tongkat. 

 

TELEPON 
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Untuk faslitas umum yang menyediakan telepon, maka harus 

diatur jarak serta lebar dan tingginya sehingga dapat juga diakses oleh 

difabel, diantara rekomendasi ukurannya yaitu berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006 diantaranya: 

Tinggi maksimal tiang penyangga telepon berukuran 110 cm. 

Sedangkan untuk tinggi telepon yang diletakkan adalah 64-65 cm dari 

lantai, dan harus diperhatikan juga ruang untuk lutut yang ditujukan 

untuk pengguna kursi roda, yakni 43-44 cm. Sedangkan untuk gerak 

ruang disekitar telepon adalah maksimal 100 cm, sehingga memudahkan 

bagi difabel mendapatkan ruang gerak. Disamping itu lebar ukuran jarak 

pandang terhadap telepon adalah maksimal 80 cm. 

 

PINTU DAN JENDELA 

 

 

 

 

 

 

Pintu dan jendela juga memiliki aturan untuk tetap nyaman dan 

aman diakses, bukan hanya bagi masyarakat normal akantetapi 

masyarakat difabel, sehingga perlu diperhatikan bahwa untuk tingg 

pegangan pintu dari lantai maksimal 110 cm, dan untuk jendela 120 cm. 
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TANGGA  

 

 

 

 

 

 

Harus diperhatikan dalam pembuatan tangga untuk fasilitas 

umum yang juga dapat dinikmati sekalipin oleh difabel, diantara 

ketentuannya adalah adanya ruang bagi pengguna kursi roda, dan adanya 

simbol tempat perlindungan, serta jarak pegangan dengan jalan keluar 

diberi batas 90 cm, sedangkan jika tidak menggunakan tangga, maka 

jaraknya minimal 40 cm. 

 

TEMPAT DUDUK DAN TEMPAT TIDUR 

 

 

 

 

 

Tempat duduk yang direkomendasikan oleh Menteri Pekerjaan 

Umum adalah yang memiliki ukuran lebar tempat duduk dengan meja 

adalah 80-90 cm. Dengan jarak panjanganya 70-80 cm, dan jarak lebar 
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dengan meja adalah 25 cm. Dan juga adanya ruang kosong yang 

digunakan untuk memutar kursi roda apabila akan keluar dari tempat 

duduk tersebut, dengan ukuran lebar minimal 140 cm. Keseluruhan 

ukuran tadi adalah minimal, jadi apabila ukurannya dibawah itu maka 

sangat tidak direkomendasikan. 

Dan untuk kamar tidur memiliki ukuran yang berbeda, untuk 

jarak didinding dengan tempat tidur bagian atas minimal 180 cm, dan 

utuk luas jarak tempat tidur dengan dinding bagian samping adalah 110 

cm, serta 110 cm untuk jarak tempat tidur satu dengan tempat rtidur 

disampingnya. 

 

RAMBU DAN MARKA 

 

 

 

 

 

 

Keterangan dari gambar diatas diurut dari kiri sebagai berikut, 

simbol tuna rungu, simbol tuna daksa, simbol aksesibilitas difabel, 

simbol tuna netra, simbol telepon untuk difabel, ramp untuk difabel, 

simbol ramp dua arah, telepon untuk difabel tuna rungu, dan yang 

terakhir adalah simbol penunjuk arah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan 

penelitian yang bersistem. Sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Sedangkan metode penelitian adalah 

suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan 

dibandingkandengan standar ukuran yang telah ditentukan.
40

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

dalam prosedur penelitian dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati
41

. Sedangkan jenis 

penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field reasearch) dan 

didukung dengan pustaka (library reasearch). Penelitian lapangan dan pustaka 

dilakukan dikarenakan untuk mendapatkan informasi mengenai aksesibilitas 

tidak bisa hanya dilakukan dengan penelitian lapangan saja, tetapi harus 

didukung dengan penelitian pustaka yang mengambil referensi tentang 

bagaimana aksesibilitas itu serta apa saja yang mendukung para difabel bisa 

mendapatkan aksesibilitasnya. Penelitian lapangan dalam skripsi ini dilakukan 

di Pengadilan Agama Jember. 

 

                                                 
40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 126. 
41

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  
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B. Lokasi Penelitian  

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum 

dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan 

Agama Jember. Dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga 

peradilan adalah menegakkan hukum dam keadilan bagi seluruh masyarakat 

pencari keadilan. 

Sedang ayat (2) menyebtkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu 

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur 

oleh undang-undang nomor 7 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah 

dan ditambah dengan undang-undang no 3 tahun 2006 serta terakhir 

mengalami perubahan kedua dengan undang-undang no 50 tahun 2009. 

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950, dengan kantor 

pertama di Masjid Jami’ (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 

dibawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad kantor pengadilan agama jember 

berpindah dilingkungan Tegal Besar kelurahan Sumbersari kecamatan 

Sumbersari kota Jember, dengan menempati gedung seluas 1.175   . Sejak 
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tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang 

berlokasi dijalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor kecamatan 

Patrang Kabupaten Jember. 

 

C. Subyek Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, diperlukan beberapa 

subyek penelitian yang merupakan informan yang hendak dijadikan sumber 

data penelitian. Ada 2 subyek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini.  

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung daei sumber 

utama
42

. Dalam penelitian ini mengenai aksesibilitas di Pengadilan Agama 

Jember maka yang menjadi subyek penelitian adalah Ketua Pengadilan Agama 

Jember yang dalam penelitian ini diwakii oleh sekretaris Pengadilan Agama 

Jember, serta pegawai yang memiliki wewenang mengenai perkara berkaitan 

dengan difabel. 

Kedua, data sekunder berupa kajian pustaka dan telaah dokumen. 

Penelusuran naskah yakni mengambil dari buku-buku, jurnal, kripsi dan juga 

sumber pustaka lain yang sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

                                                 
42

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data, antara lain: 

a. Observasi (pengamatan) 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian
43

. Untuk mencapai 

tujuan ini, peneliti berencana untuk melakukan observasi secara sistematik, 

dengan melakukan tahapan-tahapan pengamatan, mengklasifikasikan 

dimana serta kepada siapa atau apa yang akan diobservasi, seperti 

melakukan observasi langsung proses penanganan difabel diPengadilan 

Agama Jember, pelayanan serta kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam 

memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan termasuk para 

difabel. 

b. Wawancara 

Wawancara dikenal pula dengan istilah interview adalah 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dengan dua belah pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

dalam satu ruangan
44

. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan 

jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstuktur, yaitu peneliti secara 

langsung mengajukan pertanyaan kepada informan terkait pertanyaan yang 

                                                 
43

Sukandarrumidi, Metode Penelitian: petunjuk praktis untuk penelitian pemula 

(Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 69. 
44

Ibid., 88. 
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telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya saat wawancara 

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk menguasai 

situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila 

informan ternyata menyimpang. 

Dalam tahap wawancara ini peneliti bermaksud untuk mengetahui 

sejauh mana kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam memberikan 

pelayanan dalam segala aspek bagi para pencari keadilan dan juga tidak lupa 

juga difabel, dengan cara memilih beberapa narasumber yang berkompeten 

untuk mendapatkan data yang valid, yaitu ketua Pengadilan Agama Jember 

dan pihak-pihak lain yang terkait. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal yang ingin diperoleh 

tentang pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Jember, seperti salinan 

putusan atau SK dan lain-lain yang memperkuat penelitian ini. Di dalam 

melaksanakan metode ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain 

sebagainya
45

. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses merangkai data yang diperoleh dari 

proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan cara 

                                                 
45

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 148. 
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mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menyususn kedalam pola, 

memilih data yang lebih penting dan mendalaminya sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan yang mampu dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain
46

. 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat 

dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya 

suatu fenomena tertentu
47

. 

Ketika data sudah terkumpul, maka selanjutnya data hasil penelitian 

serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang 

digunakan adalah narasi deskriptif. Kemudian dari hasil analisis yang 

dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari 

penelitian yang dilakukan. Selanjutnya proses menganalisis data ini terbagi 

menjadi tiga komponen. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya jika diperlukan. 

 

 

                                                 
46

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 244. 
47

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 68. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Pemyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan 

data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Selanjutnya langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan 

data dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada, temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas
48

. 

 

F. Keabsahan Data 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda dengan apa yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yag sesungguhnya pada objek penelitian
49

. 

Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan 

triangulasi yaitu pengecekan data dari berbaga sumber dengan berbagai cara. 

                                                 
48

Ibid., 246-253 
49

Ibid., 267 



60 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu 

pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada tahap ini, peneliti menguji 

keabsahan data dengan cara mengecek dan membandingkan data yang 

diperoleh dengan hasil pengamatan, wawancara dan membandingkannya 

dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. 

 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya, 

peneliti sebagai alat penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti 

melalui beberapa tahap-tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 

tahapan-tahapan terangkum sebagai berikut: 

Pertama pra-Research. Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi 

sementara di Pengadilan Agama Jember untuk mendapatkan gambaran secara 

umum. 

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Dengan 

melakukan perencanaan dan menentukan segala kemungkinan dan 

perlengkapan yang dperlukan dalam kegiatan penelitan. Karena sifatnya 

kemungkinan, maka bisa berubah sesuai kenyataan saat terjun langsung 

dilapangan. 

Ketiga, mengurus perizinan di kantor Pengadilan Agama Jember. 

Perizinan tersebut dilakukan dengan memasukkan surat yang dikeluarkan oleh 

pihak IAIN Jember. 
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Keempat, observasi. Setelah mendapat izin dari instansi, dengan 

waktu yang telahdisepakati. Kegiatan penelitian diawali dengan terjun ke 

lokasi penelitian. 

Kelima. Pengumpulan data. Setelah kegiatan observasi dirasa cukup, 

maka selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan interview kepada 

subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu untuk 

melengkapi data yang terkumpul, dilakukan pula dokumentasi. 

Keenam, pengolahan data. Setelah penggalian data dilapangan 

dianggap cukup dan jenuh, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data 

yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk deskripsi, dianalisis dan peneliti memberikan 

penilaian mengenai data yang ada. 

Ketujuh, penulisan hasil penelitian. Setelahdata sudah dipersiapkan 

dan sudah melalui beberapa tahapan, selanjutnya data yang ada disistematiskan 

dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dengan dilakukan beberapa tahap 

pengeditan, sehingga hasil tulisan mampu dipahami oleh penulis maupun bagi 

para pembaca. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A.  Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah  

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 

berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Keresidenan Besuki
50

. Dengan 

kantor pertama terletak di Masjid Al-Amin Jember.  

Dimulai pada tahun 1974 dibawah kepemimpnan Drs. Moh Ersyad, 

Kantor Pengadilan Agama Jember pindah di lingkungan Tegal Boto, 

kelurahan Sumbersari, kecamatan Sumbersari kota Jember, dengan 

menempati gedung sendiri seluas 1.175 m2 tepatya dijalan Sumatra Nomor 

122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah 

menempati gedung baru yang berlokasi di jalan Cendrawasih No 27 

kelurahan Jember Lor kecamatan Patrang Kabupaten Jember. 

Sejak saat itu sampai sekarang Pengadilan Agama Jember 

mengalami pergantian kepemimpinan (ketua) yaitu: 

1. KH. Mursyid     Periode 1950-1960 

2. KH. Abdullah Syarkawi   Periode 1966-1970 

3. KH. Moh Cholil    Periode 1971-1973 

4. Drs. Moh Ersyad    Periode 1974-1982 

5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.   Periode 1982-1992 

                                                 
50

Keresidenan Besuki merupakan wilayah administratif yang pernah diduduki oleh 

pemerintah zaman Hindia-Belanda yang meliputi wilayah Jawatimur bagian timur 

dengan pembagian: a) Kabupaten Banyuwangi, b) Kabupaten Bondowoso, c) 

Kabupaten Jember dan d) Kabupaten Situbondo.  
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6. Drs. Salim Abdusshmad, SH.  Periode 1992-1995  

7. H. Agus Widodo, SH.    Periode 1995-2011 

8. Drs. H. Abu Amar, SH.   Periode 2001-2004 

9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.Mhum  Periode 2004-2006 

10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.   Periode 2006-2008 

11. Drs. Ali Rahmat, SH.   Periode 2008-2010 

12. Drs. H. Sumasno, SH., Mhum.  Periode 2010-2013 

13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn  Periode 2013-2016 

14. Drs. H. A. Imron A. R, SH., MH.  Periode 2016-sekarang. 

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi 

Pengadilan Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama 

tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama 

Banyuwangi dengan jumlah 6.786 kasus
51

. 

Sistem Administrasi yang digunakan di Pengadilan Agama Jember 

menggunakan SIADPA (Sistem Administrasi Peradilan Agama) dan untuk 

pengelolaan data kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (Sistem 

Informasi Pegawai). 

2. Visi dan Misi 

Demi terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, 

beranggungjawab, kredibel, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 

Visi Pengadilan Agama Jember mengacu pada visi Mahkamah Agung 

                                                 
51

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
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Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara 

Indonesia yakni: “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” 

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Jember 

menetapkan Misi-Misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan  

c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki 

akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Dalam pelaksanaan misi tersebut tidak lepas dari cetak biru 

Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan 

untuk waktu 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga disusun 

dalam Rencana Strategi (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai 2034. 

Rencana Strategi lima tahunan ini meliputi 7 area yakni sebagai berikut: 

a. Area organisasi dan kepemimpinan 

b. Area kebijakan 

c. Area proses berperkara 

d. Area SDM, Keuangan dan Infrastuktur  

e. Area kepuasan pencari keadilan 

f. Area keterjangkauan 

g. Area dipercaya publik 

 

 



65 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

islam serta waqaf, infaq, zakat, dan shadaqah serta ekonomi syariah 

sebagaimana dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama 

memiliki fungsi diantaranya: 

a. Memberikan pelayanan Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan 

bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dalam bidang Administrasi Perkara Banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur 

dilingkungan Pengadilan agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawh tangan untuk pengambilan 

deposito/ tabungan dan sebagainya. 
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g. Melakukan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, 

pengawasan terhadap advokat/penasihat hukum dan sebagainya. 

4. Legalitas dan Struktur Organisasi 

Berdsarkan perubahan PERMA No 7 tahun 2005, terjadi 

pemisahan antara kesekretariatan dengan kepaniteraan yang masing-masing 

memiliki Tugas pokok dan fungsi istimewa. Dengan demikian tersusun 

struktur jabatan di Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 

Ketua PA Jember   :Drs. H.A. Imron AR, SH.,MH 

Hakim-hakim    :Drs. H.A. Ma’mun Sholeh M.H 

Drs. Muh Yasin, SH 

Drs. Hudaibi 

Drs. Kamarudin 

Drs. Anwar, SH 

Drs. H.A Mukhsin, SH., MH 

Drs. Fuad Amin, M. SI 

Drs. Siddiki, MH 

H. Ali Suwandi S, S.H 

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H 

Drs. Karmin, M.H 

Drs. Suyadi, M.H 

Drs. H. M. Zainuri, M.H 

Drs. Idris Abdir, S.H, M.H 
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Drs. H. Nuril Ihsan 

Riskiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum 

Hj.Dwi Wahyu S, S.H 

Sekretaris     : M. Agus Syamsul Arief, S.H 

Wakil Panitera    : Kholid Darmawan, S.H 

Panmud Gugatan   : As’ari, S.H 

Dan Stafnya    : Khotib Asadullah 

 Billyardo Zahar M 

 Farah Zakiyah S.E 

 Suci Asmara Yani, A.md 

 Hebdri Novan Kartika, S.H 

 Wariqotul Jannah, S.HI 

Panmud Permohonan   : Hamid Salama, S.HI, M.HI 

Dan Stafnya    : Taufiq Ridho, S.HI 

 Lailatus Syarifah, S.E 

 Sudartiningsih, S.H 

 Anisa Amalia, S.HI 

 Panmud Hukum   : Tamaji, S.Ag 

Dan Stafnya     : Brian Rizky, A. Md 

 Sheharto Eko D, SE 

 Dwi Dedy Krisnandy 

 Nani Purwasih, S.E 

 Maya Masita K, A. Md 



68 

 

 Yulistiana Wijayanti, S.H 

 Iwan Agus Wicaksono 

Kasubag Keuangan dan Umum  : Faishol Hasbi, S.E., S.H 

Dan Stafnya    : Suyanto  

 Danang Sugianto 

 Saeri Abdurrahman 

 Hayyi 

 Adhi Suprayoga 

 Holikul Akbar 

 M. Adib Shulchi, S.E 

 Nor Fuad Al Hakim, S.H 

Kasubag Kepegawaian & Ortala : Dian Bahtiar, S.H 

Dan Stafnya    : Affan Maulana R.P 

 Muchtar, S.H 

Kasubag Pelaporan, Pernc dan IT : Erlinwati, S.H 

Dan Stafnya    : Ahmad Mujahid 

 Eko Priambudi Amarianto 

 Abdullah 

 Jayusman 

Pejabat Fungsional Kepaniteraan  

a. Panitera Pengganti    : Phillien Sophia, S.H 

 Drs. Sufiyani 

 Nurul Hidayat, S.H 
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 H. Mat Halil, S.H 

 Riza Amalia, S.EI 

b. Jurusita Pengganti   : Ambar Budi Utomo, S.HI 

 Abd. Rachman, S.H 

 Ahmad M. Nuruzzaman S.E 

 M. Nurhasani, S.H 

 Chamim Tohari 

 Moh. Faiq Azmi 

 Hana Nurul K.A, S.H 

 Ahmad Nur Faizin, S.H 

 Makmun Sholihin 

 Abdur Rohman, S.H 

 

5. Wilayah Kewenangan 

Dalam wilayah kewenangan Jember termasuk dalam kawasan 

Tapal Kuda Jawa Timur, yang letak geografisnya berada pada bagian paling 

timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Selain itu Jember juga berbatasan 

langsung dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo 

disebelah utara, Kabupaten Lumajang disebelah barat, Kabupaten 

Banyuwangi disebelah selatan. 

Secara admininistratif, Kabupaten Jember memiliki 31 

Kecamatan, diantaranya: 

1) Kecamatan Kaliwates 
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2) Kecamatan Sumbersari 

3) Kecamatan Patrang 

4) Kecamatan Arjasa 

5) Kecamatan Jelbuk 

6) Kecamatan Pakusari 

7) Kecamatan Sukowono 

8) Kecamatan Kalisat 

9) Kecamatan Sukorambi 

10) Kecamatan Ajung 

11) Kecamatan Jenggawah 

12) Kecamatan Tanggul 

13) Kecamatan Semboro 

14) Kecamatan Sumberbaru 

15) Kecamatan Bangsalsari 

16) Kecamatan Kencong 

17) Kecamatan Ledokombo 

18) Kecamatan Sumberjambe 

19) Kecamatan Mayang 

20) Kecamatan Silo 

21) Kecamatan Mumbulsari 

22) Kecamatan Tempurejo 

23) Kecamatan Rambipuji 

24) Kecamatan Panti 
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25) Kecamatan Jombang 

26) Kecamatan Umbulsari 

27) Kecamatan Gumukmas 

28) Kecamatan Puger 

29) Kecamatan Balung 

30) Kecamatan Wuluhan 

31) Kecamatan Ambulu 

 

B.  Penyajian dan Analisis Data 

1. Bentuk Aksesibilitas PA Jember Pada Kaum Difabel 

Sebagian besar gedung pemerintah di Indonesia tidak bisa diakses 

secara fisik oleh penyandang disabilitas dan tidak memiliki fasilitas dalam 

gedung bagi bagi penyandang disabilitas seperti toilet dan lain-lain. Sebagai 

contoh Gedung Mahkamah Konstitusi dan komisi Yudisial memiliki 

aksesibilitas paling baik, namun keduanya pun masih belum ideal
52

. 

Jika dalam satu gedung pengadilan memiliki beberapa lantai 

seringkali sidangpengadilan ataupun pemeriksaan polisi dilakukan dilantai 2 

atau 3, akan tetapi untuk menuju kedalam gedung tersebut dtidak disediakan 

Lift, penyandang disabilitas harus mengandalkan satpam atau anggota 

keluarganya untuk memberikan bantuan. Seperti halnya contoh kasus yang 

terjadi di Probolinggo Tahun 2009 yang disampaikan oleh Nicola Colbran 

dalam jurnalnya, seseorang ya ng menderita disabilitas akibat kekerasan 

                                                 
52

Nicola Colbran, “Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia”, 

Laporan Kajian Latar Belakang, (Oktober, 2010), 24. 
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polisi. Orang itu tertembak dan luka yang dideritanya mengakibatkan ia 

buta, lumpuh dan tuli. Keluhan telah diajukan ke devisi Profesionalisme dan 

Keamanan Kepolisian, namun proses pemeriksaandilakukan dilantai 3. 

Korban tidak dapat naik tangga dan tidak mendapatkan bantuan untuk naik 

sehingga polisi tidak mengambil pernyataannya. Tidaklah mengherankan 

jika sampai saat ini tidak ada perkembangan pada kasus ini. 

Terlepas dari kasus diatas jika kita melihat dalam KUHAP, bahwa 

bila seorang tersangka atau saksi dipanggil untuk memberikan bukti 

keterangan, dan karena alasan yang patut dan wajar tidak dapat kepada 

penyidik, maka penyidiklah yang harus datang ketempat kediaman saksi 

atau tersangka tersebut, ini tertuang pada pasal 113 KUHAP. 

Secara ideologis Indonesia adalah Negara Pancasila, yang terdiri 

atas aturan-aturan yang termaktub dalam UUD 1945 yang sejalan dengan 

pancasila dan mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dan 

selaras dengan keinginan dari Pengadilan Agama Jember untuk terus 

menegakkan dan menjamin hak dari para pencari keadilan. 

Meskipun kewajiban menghormati dan menghargai hak asasi 

manusia teah tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal, terutama 

berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan 

pemerintahan dan pengajaran. 

Namun kenyataannya menunjukkan baik dari aspek ekonomi, 

sosial, budaya, maupun keamanan, keinginan pemerintah dan warga jember 
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untuk menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat kemanusiaan masih menjadi permasalahan dalam menegak kan 

dan memajukan kesejahteraan yang berkeadilan sosial akibat tidak 

tersedianya instrumen hukum yang sehat. 

Untuk melihat aksesibilitas di PA Jember, dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan terdapat beberapa aksesibilitas yang ada di PA Jember yang 

termasuk diantaranya adalah prasarana saja, sebagaimana hasil wawancara 

yang penelis lakukan bersama M. Agus Syamsul Arief, S.H 

Untuk aksesibilitas difabel kami masih menyediakan prasaranya 

saja, seperti tempat jalannya difabel, untuk alatnya sudah kami ajukan, pada 

tahun 2012 kami sudah mengajukan kursi roda, ruangan khusus difabel. 

Akantetapi dana untuk bisa mencairkan itu sampai sekarang masih belum 

turun. Untuk pengadaan kursi roda kami mengusahakan tahun 2018 sudah 

ada, meski pengadaannya belum turun kami akan mengadakan itu sendiri 

agar pelayanan terhadap difabel lebih maksimal
53

. 

 

Diantara faslitas di Pengadilan Agama Jember yang ramah difabel 

adalah RAM untuk jalannya difabel Tunadaksa. Ram merupakan jalur 

sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai 

alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Kemiringan 

suatu ram didalam bangunan tidak boleh melebihi 7º, dengan perbandingan 

antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak 

termasuk awalan atau akhiran ram (curb rams/landing) sedangkan 

kemiringan suatu ram yang ada diluar bangunan maksimum 6º, dengan 

perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10. Selengkapnya baca: 

                                                 
53

M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 06 September 2017. Pada saat penulis 

melakukan wawancara yang pertama ini, kursi roda masih belum tersedia, akan tetapi 

saat penulis melakukan wawancara yang ketiga kursi roda sudah tersedia di Pengadilan 

Agama Jember. 
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persyaratan aksesibilitas ram bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Jember 

sudah tersedia ram yang bisa diakses oleh difabel
54

. 

Ram ini terdapat pada bagian depan gedung berjumlah 2, 

disamping kanan gedung terdapat 1, serta diruang tunggu terdapat 4 ram, 

yaitu dibagian ruang tunggu sebelah kanan dan kiri, serta didepan ruang 

tunggu berjumlah 2. 

Dari pengamatan penulis, di Pengadilan Agama hanya ada satu 

aksesibilitas yang tersedia yaitu ram, selain dari pada itu fasilitas yang ada 

dipengadilan belum bisa dikatakan ramah difabel
55

. 

Mahkamah Agung saat ini tengah merancang suatu purwarupa 

(propotype) untuk pembangunan gedung-gedung pengadilan dimasa 

mendatang. Draf rancangan ini tidak menjamin adanya aksesibilitas fisik 

bagi penyandang disabilitas. Dalam kunjungan kami ke Direktorat Badan 

Peradilan Agama isu ini dibahas dengan Direktur Jendral Pak Wahyu 

Widiana, yang berjanji akan melihat kemungkinan membenahi masalah ini 

dan memastikan agar purwarupa gedung tersebut sesuai dengan Undang-

Undang di Indonesia (seperti misalnya UU No. 28/2002 Tentang Bangunan 

Gedung)
56

. 

                                                 
54

Lihat lampiran gambar. 
55

Beberapa fasilitas yang belum ramah difabel di Pengadilan Agama Jember, bisa dilihat 

dilampiran gambar. 
56

Ibid., 25. 
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Untuk tipe-tipe bangunan dengan penggunaan tertentu, diwajibkan 

pula untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan dari ketentuan-ketentuan 

seperti telah disebutkan terdahulu, yaitu sebagai berikut:
57

 

1. JENIS BANGUNAN  KETENTUAN MINIMUM  

Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa 

pelayanan masyarakat yang sejenis  

Paling sedikit menyediakan satu 

buah meja atau kantor pelayanan 

yang aksesibel  

Toko dan bangunan bangunan perdagangan 

jasa sejenis  

Seluruh area perdagangan harus 

aksesibel  

Hotel, penginapan dan bangunan sejenis  Paling sedikit 1(satu) kamar 

tamu/ tidur dari setiap 200 

kamar tamu yang ada dan 

kelipatan darinya harus aksesibel  

Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion dan 

bangunan sejenis dimana susunan tempat 

duduk permanen tersedia  

Paling sedikit 2 (dua) area untuk 

kursi roda untuk setiap 400 

tempat duduk yang ada dan 

kelipatannya yang sebanding 

harus tersedia  

Bangunan keagamaan  Seluruh area untuk 

persembahyangan harus 

aksesibel  

                                                 
57

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis 

Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 
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Bangunan asrama dan sejenisnya  Paling sedikit 1(satu) kamar, 

yang sebaiknya terletak pada 

lantai dasar, harus aksesibel  

Restoran dan tempat makan diluar ruangan  Paling sedikit 1(satu) meja untuk 

setiap 10 meja makan yang ada 

dan kelipatannya, harus 

aksesibel  

2. RUANG TERBUKA DAN 

PENGHIJAUAN  

KETENTUAN MINIMUM  

Ruang terbuka dan Penghijauan   

- Menyediakan jalur pemandu 

masuk dan keluar pada ruang 

terbuka  

 

- Menyediakan ram untuk masuk 

dan keluar untuk pengguna kursi 

roda  

 

3. KETENTUAN PARKIR  KETENTUAN MINIMUM  

Bangunan parkir dan tempat parkir umum 

lainnya  

Lot parkir yang aksesibel dapat 

dihitung sebagai berikut:  

Lot parkir yang ada  Lot parkir  

Aksesibel  
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2. Implementasi Konsep dan Asas Ramah Difabel di PA Jember 

Prinsip dan asas pada hakikatnya adalah sama, bahwa dalam 

penegakan hukum didalamnya memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak 

bisa dilupakan, ada garis-garis koordinat yang menjadi dasar sebelum 

pengambilan keputusan. Prinsip atau asas inilah yang juga ada dalam 

peradilan, sehingga penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan selama meneliti di Pengadilan Agama Jemberyang itupun terkait 

difabel, diantaranya: 

1) Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di muka Pengadilan 

2) Semua orang berhak untuk didengar keterangannya dimuka Pengadilan 

3) Semua orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan 

jaminan perlindungan minimal 

4) Terdakwa berhak mendapatkan informasi tentang apa yang dituduhkan 

kepadanya. 

Beberapa asas diatas merupakan asas atau prinsip peradilan yang 

kaitannya dengan hak difabel, berdasarkan itu pula beberapa asas diatas 

merupakan asas hukum pidana yang dalam hal ini yang terkait adalah 

Pengadilan Negeri, sedangkan asas diatas juga ada yang merupakan asas 

milik hukum perdata yang dalam hal ini terkait dengan Pengadilan Agama. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait asas serta 

ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Jember untuk para difabel bahwa 

semua asas yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan Agama Jember 

terhadap difabel sama seperti hal nya yang dilakukan kepada masyarakat 
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normal. Tidak ada perbedaan dalam proses beracaranya. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh M. Agus Syamsul Arief, S.H 

Di Pengadilan Agama Jember terkait kaum difabel tidak ada 

perbedaan dalam penerapan hukumnya, sebagaimana sama seperti yang 

dilakukan oleh manusia normal dalam beracara. Yang membedakan adalah 

hanya dalam proses pelayanannya saja, karena difabel memerlukan bantuan 

khusus, kalau dalam waktu bersidang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum. Di Pengadilan Agama Jember tidak ada ketentuan khusus yang 

dilakukan untuk difabel terkait penerapan hukumnya, semua diperlakukan 

sama, tanpa membeda-bedakan
58

. 

 

Akan tetapi terkait dengan data difabel yang pernah beracara di 

Pengadilan Agama Jember oleh panmud hukum tidak bisa diberikan, 

dikarenakan beberapa alasan yang penulis rangkum dari hasil wawancara 

penulis dengan PanmudHukum (Panitera Muda Hukum) sebagai berikut: 

Kami tidak bisa melacak data difabel yang beracara di Pengadilan 

Agama Jember dikarenakan memang tidak ada keterangan dalam berkas 

perkara kalau ini difabel atau bukan. Kecuali tahu nomor perkaranya baru 

kita bisa bantu mencari, tapi kalau kita tidak tahu nomor perkaranya kita 

tidak bisa melacak, karena perkara yang masuk itu ribuan
59

. 

 

Berkaitan dengan proses beracara yang dimulai dari pendaftaran 

perkara, terdapat beberapa difabel yang pernah datang ke posbakum (pos 

bantuan hukum) yang ada di Pengadilan Agama Jember, seperti yang 

disampaikan oleh salah petugasnya bernama khusnul. 

Disini ada beberapa difabel yang mita bantuan buatkan berkas 

untuk daftar, seperti tuna rungu yang masih tidak begitu parah, tetapi harus 

menggunakan suara keras untuk berbicara dengan beliau, ada juga yang 

tunadaksa yang menggunakan tongkat, waktu itu saya ingat terkait dengan 

masalah perwalian, ada juga tunawicara yang melakukan pendaftaran 

gugatan kesini
60

. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 05 September 20017 
59

Tamaji, wawancara 08 September 2017 
60

Khusnul, wawancara, 06 Februari 2018 
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Untuk difabel yang kecacatannya seperti tunanetra, tunarungu dan 

lain-lain, Pengadilan Agama Jember belum ada alat untuk membantu itu, 

hanya untuk difabel yang tuna daksa saja yang bisa dibantu untuk 

pelayanannya di Pengadilan, karena sudah disediakan kursi roda. seperti 

yang dijelaskan oleh M. Agus Syamsul Arief, S.H. 

Kalau di Pengadilan Agama belum ada, karena di Pengadilan 

Agama adalah proses perdata, dan yang berkeinginan adalah penggugat 

maka membawa saksi, kalau dia bisu maka dia membawa sendiri 

penerjemah, karena perdata. Tapi kalau pidana Negara yang menyediakan, 

pernah ada seorang suami yang buta mengajukan cerai ke Pengadilan 

Agama Jember, dan didampingi saudaranya, jadi dia sudah mempercayai 

saudaranya itu
61

. 

 

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh salah satu advokat di 

Pengadilan Agama Jember, dalam beberapa kesempatan sering menemui 

adanya difabel yang datang di Pengadilan, bahkan mendapati petugas 

satpam membopong. 

Saya pernah melihat difabel yang sampai di bopong ke Pengadilan 

Agama Jember, dan ketika ada difabel maka pelayanannya lebih 

diutamakan, diantaranya lebih mengeraskan suara untuk kondisi difabel 

yang tuna rungu ringan, jika difabel kesulitan mencari bantuan maka kita 

yang selayaknya memudahkannya dan membantunya
62

. 

 

Akantetapi terkait dengan Advokat, masih belum adanya pelatihan 

yang dihususkan bagaimana melayani seorang difabel saat beracara di 

Pengadilan, padahal seorang advokat seharusnya tahu bagaimana cara untuk 

melayani difabel, bukan hanya pelayanan kepada masyarakat normal saja, 

akantetapi difabel juga harus dilayani dengan baik, sebagaimana wawancara 

penulis dengan advokat yang beracara di Pengadilan Agama Jember. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 07 September 2017. 
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Kartika, wawancara, 14 Februari 2018. 
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Selama saya mengikuti pelatihan Advokat tidak ada pelatihan yang 

dihususkan untuk difabel, bagaimana melayaninya dengan baik, bagaimana 

seharusnya bersikap dan apa yang harus dilakukan, itu semua tidak ada saat 

saya pelatihan dulu, padahal seharusnya itu ada, karena difabel juga berhak 

mendapatkan pelayanan yang sama seperti yang didapatkan oleh lainnya
63

. 

 

Ini membuktikan bahwa kurang perdulinya cendikiawan hukum 

dalam merespon masalah difabel yang terjadi dilingkungan Pengadilan 

Agama, akan sangat menguntungkan jika saat melakukan pelatihan atau 

pendidikan advokat juga dibekali ilmu terkait difabel sehingga adanya ilmu 

tersebut bisa digunakan ketika menjadi advokat bagi penyandang disabilitas. 

Pengadilan Agama sendiri mengakui bahwa alat pendengaran, 

penerjemah, dan alat bantu tulis bagi yang buta, serta dokter psikolog bagi 

mereka yang memiliki kecacatan mental itu perlu untuk ada. Akan tetapi 

dana yang turun itu belum bisa mengcover itu semua. 

Untuk alat-alat itu perlu ada, akan tetapi dana untuk menyiapkan 

itu dari Negara tidak ada, sehingga kembali kepada yang bersangkutan yang 

menyediakannya, sehingga dia membawa pendamping untuk membantunya. 

Kalau mewakili sebenarnya bisa, namanya kuasa insidentil, yang mewakili 

itu dari keluarganya. Sehingga apa yang disampaikan oleh yang 

bersangkutan serta pendampingnya itu dikelola oleh hakin dan 

keputusannya diambil dari keyakinan hakim
64

. 

 

Dari pengadilan sendiri perlu untuk menyediakan alat-alat itu 

semua, akan tetapi dana yang turun dari pemerintah untuk perkra perdata 

belum tercover untuk itu, sehingga dari yang bersangkutan itu sendiri yang 

menyediakan. 

Iya, akan tetapi untuk saat ini perkara perdata tidak dari 

pemerintah, jadi karena Pengadilan Agama tidak tercover otomatis itu 

kembali kepada yang mengajukan
65

. 
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Kartika, wawancara, 14 Februari 2018. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 26 September 2017. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 28 September 2017. 
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Disamping masalah dana, ternyata ada masalah lain yang ada di 

Pengadilan Agama Jemberterkait fasilitas untuk difabel, yakni masalah ram. 

Ternyata ram tersebut masih belum terasa nyaman saat digunakan oleh 

penyandang disabilitas, dikarena kurang landai. Seperti keterangan dari 

Budi, seorang Tunadaksa dengan berjalan dengan menggunakan tongkat. 

Disini pelayanannya sudah bagus mbak, semua bisa diakses, akan 

tetapi untuk teman-teman saya yang jalannya ngesot  itu mungkin kesulitan, 

karena harus menggunakan kursi roda, serta jalan menuju kedalam 

Pengadilan ini terlalu menanjak, sehingga akan lumayan sulit untuk teman-

teman saya itu mengaksesnya, jalan itu kurang landai, jika landai tanpa 

bantuan orang yang mendorongkan insyaallah bisa untuk menggunakan 

kursi roda sendiri. Mungkin hanya itu yang penting, dan mungkin bisa 

dibenahi serta memberikan kemudahan bagi difabel mengaksesnya dengan 

mandiri
66

. 

 

Salah satu pegawai Pengadilan Agama Jember dibidang informasi 

yang duduk di tempatnya memberikan keterangan terkait masalah difabel 

Saya bertugas disini selama 5 tahun tidak ada difabel yang kesini 

menanyakan informasi tentang proses beracara di Pengadilan Agama 

Jember atau menanyakan yang lainnya, semua fasilitas difabel yang ada 

dipengadilan Agama Jember ini sudah lama disediakan, itu disediakan 

dengan tujuan ketika ada difabel beracara disini fasilitas itu bisa 

digunakan
67

. 

 

Dari segi pelayanan terhadap difabel Pengadilan Agama Jember 

lebih mengutamakan, seperti yang disampaikan oleh M. Agus Syamsul 

Arief, S.H 

Jika ada seorang yang berkebutuhan khusus yang dalam hal ini 

terkait dengan difabel dari pegawai kami atau scurity untuk mengambil 

kursi roda, bahkan jika yang bersangkutan tidak ada sanak saudara yang 

mendampingi, kami akan membantu sampai proses sidangnya selesai, 

kaitannya dengan proses persidangan. Untuk prosedurnya dipersidangan itu 

sama
68

. 
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Budi, wawancara, 14 Februari 2018. 
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Yanti, wawancara, 05 Februari 2018. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 02 Januari 2018. 
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Dari penjelasan diatas jelas bahwa implementasi konsep dan asas 

ramah difabel di Pengadilan Agama Jember sudah dilakukan, dalam 

beracara semua sudah disamakan, tidak membedakan difabel atau tidak, 

meski Pengadilan Agama Jember sendiri mengakui masih ada beberapa 

kebutuhan difabel yang belum tersedia. 

       

3. Strategi PA Jember Dalam Mewujudkan Pengadilan Yang Ramah 

Difabel 

Terkait strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember 

mengenai masalah difabel M. Agus Syamsul Arief, S.H menjelaskan: 

Strategi yang kami lakukan adalah tetap mengajukan kepada 

Negara, yang pertama melalui lembaga kami Mahkamah Agung, misal alat 

pendengaran, dan lain-lain. Akan tetapi jika dari Negara tidak menurunkan 

otomatis kita pasif. Selain itu juga kita bisa menggandeng lembaga 

perbankkan mungkin untuk pelayanan. Akan tetapi karena kita adalah 

lembaga negara , kita harus memohon pertama tetap kepada Induk kita dulu 

yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung
69

. 

 

Strategi yang juga diberikan oleh advokat agar Pengadilan Agama 

Jember bisa dijuluki Pengadilan Agama ramah difabel. 

Strategi yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember agar 

menjadi Pengadilan Agama yang ramah difabel adalah menambah alat-alat 

yang mempermudah aktifitas difabel diantaranya, alat pendengaran, 

penerjemah, jika Tunanetra yang bisa menjelaskannya dengan gerakan 

isyarat
70

. 

 

Difabel juga memilikikeinginan untuk disamakan seperti dengan 

manusia normal dalam setiap aktifitasnya, meskipun mereka sadar dengan 

keterbatasan yang mereka miliki. Bahkan mereka ingin memiliki 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 08 Januari 2018. 
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Kartika, 14 Februari 2018. 
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kemampuan atau keterampilan agar berguna dan menghidupi dirinya sendiri 

dan bermanfaat untuk orang lain. 

Saya setelah lulus SLB ingin punya keterampilan yang berguna dan 

bisa menghidupi diri sendiri dan tidak minta-minta keorang lain, makanya 

saya tanya-tanya keguru, kemudian guru SLB saya mengarahkan untuk ke 

Bangil, PRPCT (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat) kemudian saya minat 

penjahitan. Ada 7 kejuruan disana, saya disana selama 2 tahun
71

. 

 

Untuk pengadaan yang sifatnya langsung seperti alat-alat difabel 

itu Pengadilan Agama bergantung kepada RKKL (Rencana Kegiatan 

Kementrian Lembaga) yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku 

Korwil (Koordinator Wilayah) Jawa Timur. Kemudian dari Korwil dikirim 

ke Mahkamah Agung, kemudian dari Mahkamah Agung di ajukan ke 

Negara yaitu Kementrian Keuangan. 

Itu tergantung dari RKKL nya. Dananya diambil diambil dari dana 

Dipa. Kita mengajukannya RKKL (Rencana Kegiatan Kementrian 

Lembaga) itu kepada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Korwil 

(Koordinator Wilayah) kita. Kemudian Korwil mengirim ke Mahkamah 

Agung (Jakarta). Kemudian diajukan ke Negara, akan tetapi yang 

diturunkan oleh Negara bisa saja kurang dari anggaran yang diajukan, 

sehingga ada pos pos yang harus dihapus. Pengajuannya itu dilakukan 

pertahun, semisal diajukan 2018 maka Dipa itu baru bisa keluar di tahun 

2019
72

. 

 

Ada beberapa penambahan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Jember selama penulis melakukan penelitian, seperti yang 

disampaikan oleh M. Agus Syamsul Arief, S.H 

Kita melakukan penambahan seperti peninggian pagar untuk 

jalannya difabel, yang sebelumnya tetlalu pendek sekarang sudah kami 

tinggikan. Dan papan nama untuk masing-masing fasilitas termasuk papan 

nama disetiap jalan khusus difabel. Dana itu bisa kita ambilkan dari dana 

pemeliharaan gedung. Tapi untuk fasilitas yang sifatnya pengadaan itu tidak 
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Suriyah Susilowati, wawancara, 21 September 2017. 
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M. Agus Syamsul Arief, wawancara, 15 Januari 2018. 
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bisa, prosesnya harus dengan mangajukan anggaran dulu ke Mahkamah 

Agung
73

. 

 

 

C.  Pembahasan Temuan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa temuan 

yang akan penulis ungkapkan dalam pembahasan kali ini: 

a. Peralatan-peralatan yang terkait dengan difabel yang diajukan oleh 

Pengadilan Agama Jember kepada Mahkamah Agung masih tidak bisa 

tercover semua oleh pemerintah. Karena Dipa yang diturunkan oleh 

pemerintah masih dibagi-bagi, sebagaimana penjelasan Sekretaris 

Pengadilan Agama Jember bahwa dana Dipa bisa turun tergantung 

pengajuan RKKL nya itu yaitu Rencana Kegiatan Kementrian Lembaga 

yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jember, tanpa dianggarkan di RKKL 

maka dana Dipa tidak akan keluar. Adapun yang sudah dianggarkan di 

RKKL itu terkadang dana yang diturunkan oleh Negara sama seperti yang 

dianggarkan, akan tetapi juga sering dana itu kurang dari dana yang 

dianggarkan di RKKL. Sehingga dana itu tidak bisa mengcover seluruh 

yang diajukan di RKKL. 

b. DIPA yang diajukan oleh Menteri Keuangan ternyata masih dibagi-bagi, 

sehingga ketika turun di Pengadilan Agama Jember ada pos-pos yang harus 

dikurangi bahkan dihapus, sehingga yang lebih urgen dulu yang 

diutamakan.    
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c. Proses pengajuan dana untuk fasilitas difabel dilakukan melalui RKKL yang 

kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Korwil 

(Koordinator Wilayah) Jawa Timur, kemudian kari Korwil mengirim ke 

Mahkamah Agung (jakarta), kemudian dari situ diajukan ke Negara, yang 

kaitannya mengeluarkan dana itu Menteri Keuangan. 

d. Di Pengadilan Agama Jember sampai saat ini masih belum ada dana untuk 

pengadaan, akan tetapi seperti peninggian jalan dan pemberian papan nama 

itu semua diambilkan dari dana pemeliharaan gedung. 

e. Ada beberapa fasilitas di Pengadilan Agama Jember yang sesuai dengan 

pedoman pembangunan gedung
74

 diantaranya: 

1) Sudah adanya pegangan atau pagar pada jalan yang khusus digunakan 

oleh pengguna kursi roda, baik untuk pegangan baik orang dewasa 

maupun bagi anak-anak. 

2) Sudah adanya papan tulisan nama yang diletakkan pada tempat-tempat 

yang dimungkinkan diketahui oleh para pencari keadilan termasuk 

diantaranya difabel. 

3) Bentuk jalan yang menuju Pengadilan Agama Jemberdibuat kasar, agar 

tidak menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk melewatinya. 

4) Adanya beberapa papan informasi berupa tulisan dan gambar yang 

ditempel didepan tempat duduk pengunjung serta adanya spiker yang 

digunakan untuk memberikan informasi melalui suara. 
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Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30 tahun 2006 Tentang 

Aturan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Gedung dan Lingkungan. 
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5) Ada beberpa jalan yang dikhususkan untuk para pengguna kursi roda, 

sehigga dengan mudah untuk mengakses ruangan dengan melewati jalan 

yang diinginkan, seperti di ruang tunggu pengunjung, jalan yang 

disediakan untuk difabel ada 4 buah jalan, 2 disamping kanan dan kiri 

ruang tunggu, dan 2 lagi ada di depan ruang tunggu. 

6) Sudah adanya fasilitas kursi roda yang disediakan oleh Pengadilan 

Agama Jember, berjumlah 1. 

7) Adanya pos bantuan Hukum yang bisa digunakan oleh para pencari 

keadilan, termasuk juga bisa dimanfaatkan oleh para difabel yang 

mungkin memerlukan bantuan dan melakukan proses hukum. 

8) Adanya ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember yang 

didepan ruangan itu tertulis ruang ibu menyusui, apabila tidak ada ibu 

yang menyusui maka ruangan itu digunakan untuk difabel. 

9) Wastafel, juga telah tersedia di Pengadilan Agama Jember, yang 

diletakkah didalam kamar mandi umum. 

10) Pos penjaga atau security telah disediakan oleh Pengadilan Agama 

Jember, apabila sewaktu-waktu ada difabel yang datang maka security 

sudah siap untuk membantu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian pembahasan dalam skripsi ini maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai perikut: 

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa bentuk 

aksesibilitas difabel di Pengadilan Agama Jember masih belum bisa 

dikategorikan layak. Ini terlihat dari beberapa aspek, diantaranya yang 

disediakan oleh Pengadilan Agama adalah hanya prasarana saja, seperti 

jalan dan pagar jalan, untuk sarananya sendiri masih belum bisa 

menyediakan. Sampai saat ini masih ada 1 satu yang tersedia yaitu kursi 

roda. keadaan ini juga dikuatkan dari beberapa keterangan hasil 

wawancara penulis dengan pimpinan Pengadilan Agama Jember, bahwa 

untuk bisa mendapatkan dana yang dipergunakan untuk pengadaan 

barang dan alat-alat untuk difabel harus melalui prosedur pengajuan 

yang pada akhirnya tidak bisa dijamin untuk diterima, dari pengadilan 

sendiri sudah berusaha mengajukan, akantetapi dana yang turun belum 

bisa mencukupi semua kebutuhan yang ada, sehingga pada pos-pos yang 

lebih urgen. 

2. Terkait dengan implementasi konsep dan asas ramah difabel di 

Pengadilan Agama Jember itu sudah dilakukan sebagaimana hukum 

mengatur.di Pengadilan Agama Jember tidak membedakan dia cacat 

atau tidak, akantetapi dari segi pelayanan fasilitas dari pengadilan 
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sendiri mengutamakan difabel karena terkait dengan keterbatan fisiknya, 

sehingga perlu pelayanan yang lebih. Akan tetapterkait dengan proses 

beracara di persidangan tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum, 

apa ya dan sebagaimanbbng menjdi prinsip dan asas itu tetap 

dilaksanakan sesuai atauran hukum tanpa membedakan dia difabel atau 

tidak. Dan di Pengadilan Agama sendiri karena terkait dengan aturan 

Peradilan Agama yang sifatnya perdata, sehingga untuk dalam beberpa 

keadaan yang dialami difabel seperti buta, maka yang bersangkutanlah 

yang menbawa pendamping untuk kemudian keputusannya disandarkan 

berdasarkan keyakinan hakim. 

3. Strategi yang akan dilakukan kedepannya untuk menjadikan Pengadilan 

Agama Jember sebagai Pengadilan yang ramah difabel diantaranya: 

a. Tetap mengajukan kepada Negara, yang pertama melalui Mahkamah 

Agung, semisal alat pendengaran dan lain sebagainya. 

b. Selain itu juga bisa menggandeng lembaga Perbanhkan terkait 

pelayanan. 

 

Dan sebagai Lembaga Negara, Pengadilan Agama Jember tetap 

akan memohon terlebih dahulu ke Mahkamah Agung selaku induk dari 

Pengadilan Agama Jember. Yang mana perlu pengajuan terlebih dahulu 

yang disebut RKKL (Rencara Kegiatan Kementrian Lembaga), kemudian 

RKKL itu diajukan ke Korwil (Koordinator Wilayah) Jawa Timur, yaitu 

Pengadilan Tinggi Surabaya. Baru setelah itu Korwil itu mengirimkan ke 
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Mahkamah Agung (Jakarta), kemudian baru diajukan ke Negara, dari sini 

turunlah dana yang disebut Dipa yag dikrluarkan oleh Menteri Keuangan, 

yang jatahnya sudah dibagi-bagi. Tidak semua anggaran yang diajukan 

dicairkan, sehingga ketikan samapai di Pengadilan ada pos-pos yang 

dianggarkan sebelumnya dihapus karena keterbatasan dana, maka 

kebutuhan yang lebih urgenlah yang diperioritaskan terlebih dahulu. 

  

B. Saran-Saran 

Dari uraian kesimpulan diatas, penulis menarik beberpa saran 

untuk ditindak lanjuti, sebagai berikut: 

1. Dalam memeberikan pelayanan terhadap difabel sudah selayaknya 

Pengadilan Agama Jember mampu memeberikan fasilitas-fasilitas yang 

aksesibel untuk difabel, bukan hanya sebatas prasarana saja akantetapi 

lebih dari itu yang dibutuhkan oleh difabel adalah sarananya untuk bisa 

dengan nyaman melakukan proses persidangan sebagaimana yang 

dirasakan oleh manusia normal. Baik sarana ketika akan masuk 

dipersidangan, sampai pada sarana saat persidangan berlangsung. 

Sehingga perlu untuk terus diperjuangkan dalam pengajuan pengadaan 

alat-alat, seperti alat pendengaran, penerjemah dan yang lainnya yang 

dibutuhkan oleh difabel sesuai dengan tingkat keterbatasan yang dimiliki. 

2. Untuk fasilitas umum yang bisa diakses oleh semua kalangan setidaknya 

ada beberapa diantara itu juga bisa diakses oleh difabel. Semisal kursi 

pada ruang tunggu, penulis memperhatikan masih belum ada kursi 
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diruang tunggu yang aksesibel untuk difabel, baik yang menggunakan 

kursi roda maupun yang dengan kecacatan lain. Sehingga perlu kiranya 

dari Pengadilan Agama Jember menyediakan akses juga terhadap difabel 

terkait hal itu dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas 

Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Bukan hanya terkait kursi roda 

saja, akan tetapi fasiitas yang ada di Pengadilan Agama Jember 

selayaknya di desain bukan hanya diperuntukkan untuk orang normal 

saja akantetapi dapat dijangkau pula oleh mereka para difabel. 

Berdasarkan peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana 

pembangunan gedung , letak, serta perlengkapan-perlengkapan apa saja 

yang harus ada, sehingga sudah selayaknya desan Pengadilan Agama 

Jember itu mengikuti atauran yang sudah ada tersebut. 

3. Dibutuhkan kerjasama serta kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah 

tentang pentingnya menghargai fasilitas dan lingkungan, sehingga 

dengan terciptanya saling menghargai itu para difabel yang memerlukan 

fasilitas dan perhatian khusus dapat memperoleh haknya.     
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